PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI METODE

Menimbang

Mengingat

PENGADAAN LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Pengadaan
Barang/Jasa melalui Metode Pengadaan Langsung perlu
diatur Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa melalui
Metode Pengadaan Langsung; |

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bekasi tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa melalui Metode Pengadaan
Langsung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daesrah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999




Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelclaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
Tentang Pembentukan Unit Kerja  Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota,

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah Nomor 8¢ Tahun 2018 Tentang Pedoman

Pengadaan Barang/Jasa Melaiui Penyedia;

Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar
Dokumen Pemilihan Melaiui Pengadaan Langsung untuk
Pengadaan Barang/Jasa LainnyafJasa Konsultansi;
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Menetapkan

. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun
2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3;

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor
52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGADAAN  BARANG/JASA  MELALUI
METODE PENGADAAN LANGSUNG

Pasal 1
Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode
Pengadaan Langsung terlampir dalam Buku Petunjuk
Teknis Pengadaan Barang/Jasa Melalui Metode

Pengadaan Langsung.




Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 12 Maret 2020

BUPATI BEKASI
ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Maret 2020

& &SE RETARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS!#

u
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PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/IASA
MELALUI METODE PENGADAAN LANGSUNG

l. PENDAHULUAN

Buku Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/lasa melalui metode Pengadaan langsung
disusun dalam rangka memudahkan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode pengadaan
langsung.

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/lasa melalui metode Pengadaan
Langsung mencakup : Ketentuan Pengadaan langsung, Petunjuk Penggunaan Aplikasi SPSE Versi
4.3 untuk Pengadaan Langsung (e-Pengadaan lLangsung), Pencatatan Non Transaksional pada
aplikasi SPSE serta Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya/lasa Konsuitansi,

Dasar datam Petunjuk Teknis pengadaan barang/jasa melalui metode Pengadaan Langsung
di lingkungan Pemerintah Kabuapten Bekasi ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Pedoman Pengadaan Barang/}asa melalui Penyedia

3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen
Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/lasa Lainnya/lasa
Konsultansi

4. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.3

1. KETENTUAN PENGADAAN LANGSUNG

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksiflasa Lainnya adalah metode
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksiflasa Llainnya yang
bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah}). Sedangkan Pengadaan
Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 {seratus juta rupiah).

Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barangflasa melalui Penyedia dengan metoda
pengadaan langsung meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/lasa melalui Penyedia,
persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia,pelaksanaan Kontrak dan serah
terima hasil pekerjaan. Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi
Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan. Pelaksanaan Pengadaan Barang/lasa melalui
Penyedia merupakan kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan
oleh PA/KPA

™,

. Serah .'l_férii'_r.\a"_._'_ ’

Peren::anaan \‘r\(mélapan Pengada&n\. fsiapan _Perﬁil’i&a'_ﬂx__“ rosesPemlhhan\'\ Ié:ks_:é"n_'aa_r_;.l(c'_nfﬁf;;\
Pengadaan } o L N S ) L

Gambaor 1 Tahapan Pengadoan Barang/losa Melalui Penyedia
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A.  Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

Perencanaan pengadaan disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA yang
meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran
Pengadaan Barang/lasa. Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa diatur dalam
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/lasa Pemerintah.

Perencanaan pengadaan Barang/lasa dengan metode Pengadaan Langsung harus
tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan {RUP).

B Persiapan Pengadaan

Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA Perangkat Daerah
dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/lasa. Persiapan Pengadaan Barang/lasa
meliputi reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, penetapan spesifikasi teknis/KAK,
penyusunan dan penetapan HPS dan penyusunan dan penetapan rancangan Konirak.
Secara ringkas, persiapan Pengadaan Barang/lasa dijelaskan dalam bagan alur berikut:

ey pusE kg > i

R | Rl ARRaRal

RN | wbaieaisheie
! R T L=
| 4 I

Gambar 2 Bagan Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

1. Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK

- Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa
spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan

Pengadaan Barang/lasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan
ketersedian anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.

- Reviu tersebut meliputi:
a) kuantitas,
b) kualitas,
c) waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan
d} ketersediaan di pasar.

- PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui
ketersediaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis, ketersediaan barang/jasa
yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar
Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan.

- Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK

mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan
PA/KPA.

UKPBJ KABUPATEN |_4.
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2. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK

PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan
hasil reviu. Penetapan spesifikasi teknis/KAK dicantumkan dalam Dokumen Spesifikasi
Teknis/KAK.

3. Penyusunan dan Penetapan HPS

Penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran
dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran
yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Penetapan HPS
dikecualikan untuk Pengadaan Barang/lasa dengan Pagu Anggaran paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

PPK menyusun HPS berdasarkan pada:

a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada
tahap perencanaan pengadaan;

b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DPA atau untuk proses pemilihan yang
dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang
tercantum dalam RKA Perangkat Daerah; dan

c. hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya {RAB) termasuk komponen
keuntungan, biaya tidak langsung {overhead cost), dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN).

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan
dalam penyusunan HPS.

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS
antara lain:

a. harga pasar setempat vaitu harga barang/jasa di lokasi barangfiasa
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan
Penyedia;

b. informasi biaya/harga satuan vyang dipublikasikan secara resmi oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang
dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di
dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan vyang
dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional
yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri
vang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/lasa akan
diiaksanakan;

d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga
{apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs
tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;

f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang
pernah atau sedang dilaksanakan;

g. perkiraan perhitungan bisya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer’s estimate); dan/atau

h. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Niiai (PPN).
HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-tain, dan Pajak
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Penghasilan (PPh). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan
rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah
tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja.

Perhitungan HPS untuk masing-masing jenis barang/jasa sebagai berikut:

a. Barang
Perhitungan HPS untuk barang harus memperhitungkan komponen biaya antara
lain:
1} Harga barang;
2) Biaya pengiriman;
3} Keuntungan dan biaya overhead;
4) Biaya instalasi;
5) Suku cadang;
6) Biaya operasional dan pemeliharaan; atau
7} Biaya pelatihan.
Perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang dilakukan.

b. Pekerjnan Konstruksi
Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya
harga satuan yang dilakukan cleh konsuitan perencana (Engineer’s Estimate}
berdasarkan rancangan rinci {Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan
Spesifikasi Teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya
overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen).

c. Jasa Konsultansi
Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan:

1) Metode Perhitungan berbasis Biaya {cost-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya
terdiri dari :

2) Biaya langsung personel (Remuneration);
Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk
membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya Langsung
Personel tefah memperhitungkan gaji dasar (basic salary), beban biaya
sosial ({social charge), beban biaya umum {overhead cost), dan
keuntungan (profit/fee). Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut
jumlah satuan waktu tertentu {bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari
(SBOH), atau jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai
berikut:
Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1
Satuan Biaya Orang Hari (SBOM) = (SBOB/22) x 1,1
Satuan Biaya Orang lam {SBOJ) = (SBOH/8) x 1,3

b) Biaya langsung non personel {Direct Reimbursable Cost).

Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan
untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan
mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya
Non Personel dapat dibayarkan secara Lumsum, Harga Satuan dan/atau
penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan {at cost). Biaya Non Personel
yang dapat dibayarkan secara Lumsum diantaranya pengumpulan data
sekunder, seminar, workshop, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya,
survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.
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Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan secara Harge Satuan
diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor,
biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan
pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian.

Biaya Non Personel yang dapat dibayarkan melalui penggantian biaya
sesuai yang dikeluarkan (ot cost) diantaranya dokumen perjalanan, tiket
transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi
telepon/internet/situs web. Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya
tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk
jenis pekerjasan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan
penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi,

pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan
lain-lain.

Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar
dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran
pekerjaan/output dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

Contoh : jasa konsultansi desain hatlaman situs web.

Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian
dilakukan  dengan menilai  tarif  berdasarkan ruang  lingkup
keahlian/reputasifhak eksklusif vyang disediakan/dimiliki jasa konsultan
tersebut. Contoh : jasa konsuitansi penilai integritas dengan menggunakan
sistem informasi yang telah memiliki hak paten.

d. Jasa lainnya

Perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan komponen biaya
sesuaj dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:

1)
2)
3)
4)
5)

Upah Tenaga Kerja;

Penggunaan Bahan/Material/Peralatan;
Keuntungan dan biaya overhead,;
Transportasi; dan

Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.

PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka
penyusunan HPS, PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar
persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani ofeh PPK. Nilai
HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.

4.Penetapan Rancangan Kontrak

Penyusunan rancangan kontrak bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan
dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran.
PPK menyusun rancangan kontrak yang antara lain memuat: Jenis Kontrak, Bentuk
Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka. Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam
rangka Pengadaan Barang Impor, Syarat-Syarat Umum Kontrak {SSUK), serta Syarat-
Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

a. Jenis Kontrak
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PPK memilih jenis Kontrak Pengadaan Barang/]asa dengan mempertimbangkan
antara lain; jenis barang/jasa, spesifikasi teknis/KAK, volume, lama waktu
pekerjaan, dan/atau kesulitan dan risiko pekerjaan.

1} Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Jenis Kontrak untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnyé
terdiri dari :

2)

a) Lumsum

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan,
dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak Lumsum
digunakan misainya: pelaksanaan pekerjaan kontruksi sederhang,
pengadaan peralatan kantor, pengadaan benih, pengadaan jasa boga, sewa
Gedung, pembuatan video grafis dan sebagainya.

b} Harga Satuan

Kontrak Harga Satuan digunakan dalam hal ruang lingkup,
kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat yang disebabkan
oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan resiko pekerjaan. Dalam Kontrak
Harga Satuan pembayaran dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap
untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran (final price)
tergantung kepada total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan.
Pembayaran dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan yang
dituangkan dalam sertifikat hasil pengukuran {contoh monthly certificate).
Kontrak Harga Satuan digunakan misalnya untuk kegiatan pembangunan
gedung atau infrastruktur, pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit.

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan digunakan dalam hal
terdapat bagian pekerjaan yang dapat dikontrakkan menggunakan Kontrak
Lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan menggunakan
Kontrak Harga Satuan. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
digunakan misalnya untuk Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari pekerjaan
pondasi tiang pancang dan bangunan atas.

d} Terima Jadi (Turnkey)

Kontrak Terima Jjadi digunakan dalam hal Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu
tertentu dengan ketentuan jumiah harga pasti dan tetap sampai seluruh
pekerjaan selesai dilaksanakan dan pembayaran dapat dilakukan
berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap dioperasionalkan/difungsikan
sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Kontrak Terima Jadi biasa digunakan
dalam Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, misalnya Engineering Procurement
Construction (EPC) pembangunan pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan
lain-lain.

e) Kontrak Payung.

Kontrak Payung digunakan dalam hal pekerjaan yang akan dilaksanakan
secara berulang dengan spesifikasi yang pasti namun volume dan waktu
pesanan belum dapat ditentukan. Kontrak Payung digunakan misalnya
pengadaan obat tertentu pada rumah sakit, jasa boga, jasa layanan
perjalanan (travel agent), atau pengadaan material.

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi
lenis Kontrak untuk Pengadaan lasa Konsultansi terdiri dari :

a) Lumsum
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Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan
pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak
Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi digunakan misalnya konsultan
manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian/studi, kajian/telaahan,
pedoman/petunjuk, evaluasi, produk hukum, sertifikasi, studi
pendahuluan, penilaian/appraisal. Pekerjaan Pra Studi Kelayakan,
Pekerjaan Studi Kelayakan termasuk konsep desain, Pekerjaan Detail
Engineering Design (DED), manajemen proyek, layanan pengujian dan
analisis teknis seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran
struktur, investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur,
ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa.

Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap,
senilai dengan harga vyang dicantumkan dalam Kontrak tanpa
memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran
seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan
pekerjaan yang dilaksanakan.

b) Waktu Penugasan
Kontrak Waktu Penugasan merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk
pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci
dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum
bisa dipastikan. Kontrak Waktu Penugasan dapat digunakan apabila:
s Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat
ditetapkan;
* Ruang fingkup belum dapat didefinisikan dengan jelas dan mungkin
berubah secara substansial;
» Nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu penugasan;
¢ Pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/atau jangka waktunya pendek
dimana kompensasi cenderung berbasis harga per jam, per hari, per
minggu atau per hulan; atau
s Pekerjaan yang tidak umum/spesialis yang membutuhkan keahlian
khusus.
Dalam Kontrak Waktu Penugasan pembayaran terdiri atas biaya personel
dan biaya non personel. Biaya personel dibayarkan berdasarkan
remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum dalam Kontrak
untuk setiap satuan waktu penugasan. Biaya non personel dapat
dibayarkan secara lumsum, harga satuan, dan/fatau penggantian biaya
sesuai dengan yang dikeluarkan {at cost). Nilai akhir kontrak yang akan
dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan. Pembayaran dapat
dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan dalam Kontrak.
Kontrak Waktu Penugasan digunakan misalnya untuk pra studi kelayakan,
pekerjaan studi kelayakan termasuk konsep desain, pekerjaan Detaif
Engineering Design (DED), manajemen kontrak, manajemen proyek,
layanan pengujian dan analisis teknis sepertiinvestigasi kondisi struktur,
investigasi kehancuran struktur, investigasi kegagalan struktiur, testing
struktur/bagian struktur, ahli litigasifarbitrase layanan penyelesaian
sengketa khususnya untuk proyek bernilai besar, pengawasan, penasihat,
pendampingan, pengembangan sistem/aplikasi yang kompleks, monitoring,
atau survei/pemetaan yang membutuhkan telaahan mendalam.

¢} Kontrak Payung
Kontrak Payung pada Jasa Konsultansi digunakan untuk mengikat Penyedia
Jasa Konsultansi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa,
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dimana waktunya belum dapat ditentukan. Penyedia Jasa Konsultansi yang
diikat dengan Kontrak Payung adalah Penyedia fasa Konsultansi yang telah
memenuhiflulus persyaratan yang ditetapkan. Kontrak Payung digunakan
misalnya untuk Pengadaan Jasa Konsulansi dalam rangka penasihatan
hukum, penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam
rangka kerjasama pemerintah dan badan usaha.

b. Naskah Perjanjion
Naskah Perjanjian terdiri dari :
1) Pembukaan

Judul Kontrak
Menjelaskan jenis barang/jasa dan judul Kontrak yang akan
ditandatangani.
Nomor Kontrak
Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani. Apabila Kontrak
merupakan perubahan Kontrak maka nomor Kontrak harus berurut sesuai
dengan berapa kali mengalami perubahan.
Tanggal Kontrak
Menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kontrak ditandatangani oleh
para pihak. Tanggal Kontrak tidak boleh mendahului tanggal Surat
Penunjukan Penyedia Barang/lasa (SPPBJ).
Kalimat Pembuka
Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa para pihak
pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat dan menandatangani
Kontrak.
Para Pihak dalam Kontrak
(1) Menjelaskan secara rinci dan menerangkan hal yang sebenarnya
identitas para pihak yang meliputi nama, jabatan dan alamat serta
kedudukan para pihak dalam Kontrak tersebut, apakah sebagai pihak
pertama atau pihak kedua.
(2} Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
{a) pihak pertama adalah pihak Pejabat Penandatangan Kontrak
(PA/KPA/PPK);
{(b) pihak kedua adalah pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk
melaksanakan pekerjaan;
{c} menjelaskan pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas
nama siapa dan dasar kewenangannya; dan
(d} apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan suatu
' konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja
anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama
tersebut.
Latar Belakang
Bagian ini menjelaskan informasi bahwa telah dilaksanakan pemilihan
Penyedia dan Pejabat Penandatangan Kontrak tefah menunjuk Penyedia
melalui SPPBJ.

2} Isi, berisi penyataan bahwa:

para pihak telah sepakat atau setuju mengadakan Kontrak sesuai dengan
obyek yang di Kontrak.

para pihak telah menyepakati besarnya harga Kontrak dalam Kontrak,
yang ditulis dengan angka dan huruf, serta rincian sumber
pembiayaannya.

Kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu
kesatuan yang disebut Kontrak,
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d) apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen
Kontrak maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.

e) persetujuan para pihak untuk melaksanzkan kewajiban masing-masing,
yaitu pihak pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak dan
pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dalam Kontrak.

f) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya
pekerjaan tersebut.

g) kapan mulai efektif berlakunya Kontrak; dan

h) ungkapan-ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna
yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak.

3) Penutup

a) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui untuk melaksanakan
perjanjian sesuai peraturan perundangundangan; dan

b} Tanda tangan para pihak dalam Kontrak dengan dibubuhi materai.

Uang Muka

PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis

barang/jasa. Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan,

antara lain:

1} mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga keria;

2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang / bahan / material /
peralatan; dan/fatau

3) pekerjaan teknis yang diperiukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.

PPK menetapkan besaran persentase uang muka yang akan diberikan kepada

Penyedia dan dicantumkan pada rancangan Kontrak yang terdapat dalam

Dokumen Pemilihan. Besaran persentase sebagaimana yang dimaksud

berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/lasa Pemerintah. Setiap pemberian uang muka harus disertai

dengan penyerahan jaminan uang muka senilai uang muka yang diberikan.

Sertifikat Garansi

Dalam Pengadaan Barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang maka
Penyedia menyerahkan Sertifikat Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual yang
menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan
pelayanan purna jual. Sertifikat Garansi memberikan jaminan bahwa barang yang
dipasok adalah asli, barang/produk baru (hasil produksi tahun terakhir), belum
pernah dipakai dan bukan barang/produk yang diperbaharui/rekondisi. Spesifikasi
teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam
Kontrak. Sertifikasi garansi merupaskan perlindungan terhadap barang sesuai
dengan Jaminan/Garansi original eguipment manufacturer {OEM). Sertifikat
Garansi berlaku sejak tanggal barang diterima oleh PPK dari Penyedia sesuai waktu
yang diperjanjikan dalam Kontrak, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh
untuk pengiriman. Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang diterima
cacat/tidak berfungsi dengan baik, Pengguna Barang melalui Bendahara Barang
segera menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia dan Penyedia wajib
merespon untuk memperbaiki/mengganti barang yang dimaksud.

Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaaon Barang Impor

Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan

Barang/lasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan

kelengkapan dokumen barang:

1) Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari pabrikan/prinsipal
di negara asal;

-
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2) Surat Keterangan Asal {Certificate of Origin); dan

3} Sertifikat Produksi.

Persyaratan Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement dari
pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan
diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan
penyampaian dokumen penawaran. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin)
dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK pada saat serah

terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal {Certificate of Origin) dan
Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

£ Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
Syarat-syarat Umum Kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan Kontrak.
Ketentuan umum ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis
Pengadaan Barang/lasa yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak.
Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak.
Dalam hal SSUK untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi,

g. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
Syarat-syarat Khusus Kontrak adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan
Kontrak. SSKK menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang di dalam SSUK yang
terkait dengan Pengadaan Barang/lasa yang diadakan. Dalam menyusun SSKK
mencantumkan nomor klausul yang diperinci pada SSUK. Pengisian SSKK dilakukan
bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Dalam hal 5SKK untuk
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi
Jasa Konstruksi.

h. Penetapan Rancangan Kontrak

PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan Spesifikasi
Teknis/Kerangka Acuan Kerja {KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah
ditetapkan sebelumnya. Penetapan rancangan kontrak oleh PPK melalui
persetujuan/penetapan pada lembar ringkasan rancangan kontrak. Spesifikasi
Teknis/KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan menjadi dokumen
persiapan pengadaan melalui Penyedia kemudian disampaikan kepada Pejabat
Pengadaan sesuai dengan kewenangannya.

Persiapan Pemilihan

Persiapan pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
dilaksanakan setelah Pejabat Pengadaan menerima permintaan pemilihan Penyedia dari
PPK yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/lasa melalui Penyedia yang
disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Pengadaan.

Persiapan Pengadaan Barang/lasa melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat
Pengadaan meliputi:

1) Penetapan metode evaluasi penawaran;

2) Penetapan jadwal pemilihan; dan

3) Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan

1. Pengadaan Langsung untuk Barang/lasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan
nilai paling banyak Rp50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah}, dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut:

a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Penyedia;
b. Penyedia dan PPK melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;
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c.
d.

Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPK;
PPK melakukan pembayaran.

PPK dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tim
pendukung,

Ketentuan bukti pengadaan lainnya mengikuti ketentuan keuangan yang berlaku

2. Pengadaan Langsung untuk :

i

b.

lasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);

Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (tima puluh juta rupiah)
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

Pekerjaan Kenstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah};

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
a.

Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan
dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pejabat
Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 {dua) sumber
informasi yang berbeda.

Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk
menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.

Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen
lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.

Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis,
harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam
undangan.

Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis
dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi
harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan.

negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana
dimaksud dalam butir 1,

dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung
dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang
Pelaku Usaha lain.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri
dari:

1) nama dan alamat Penyedia;

2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;

3) unsur-unsur yang dievaluasi {apabila ada);

4) hasil negosiasi harga (apabila ada);

5} keterangan fain yang dianggap periu; dan

6) tanggal dibuatnya Berita Acara.

Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

Calon Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabita
menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Pelaku Usaha dimaksud memiliki kemampuan
untuk melaksanakan pekerjaan.
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Pelaksanaan Kontrak

Secara ringkas, pelaksanaan Kontrak meliputi Penetapan SPPBJ, Penandatanganan
Kontrak, Penyerahan Lokasi Kerja, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah
Pengiriman (SPP), Pemberian Uang Muka, Penyusunan Program Mutu, Rapat Persiapan
Pelaksanaan Kontrak, Mobilisasi, Pemeriksaan Bersama, Pengendalian Kontrak, Inspeksi
Pabrikasi, Pembayaran Prestasi Pekerjaan, Perubahan Kontrak, Penyesuaian Harga,

Keadaan Kahar, Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak, Pemutusan Kontrak,
Pemberian Kesempatan, Denda dan Ganti Rugi

1.

Penetapan Surat Penunjukan Penyedio Barang/Jasa {SPPBJ)

Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPB! melakukan reviu atas
laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur
yang ditetapkan; dan

b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak
memutuskan untuk menerima atau menclak hasit pemilihan Penyedia tersebut.

Dalam hal PPK vang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut
kepada Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Sefanjutnya, PPK dan
Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat
atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 {enam) hari kerja
setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

a. Menyetujui penolakan oieh PPK, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pengadaan
untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Pengadaan lLangsung
ulang; atau

b. Menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA memerintahkan PPK untuk

menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima} hari kerja. Keputusan PA/KPA tersebut
bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak
menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut
kepada Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti dan memerintahkan
untuk melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau Tender ulang paling lambat 6
{enam) hari kerja setelah hasil pemilihan Penyedia diterima.

Apabila pemenang pemilihan/calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri
dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK, dan masa penawarannya masih
berlaku, maka calon Penyedia tersebut dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu)
tahun dan Jaminan Penawarannya dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.
Dalam hal proses Pengadaan Langsung dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ
dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DPA disahkan. Dalam hal
penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai
berlaku dan dilaksanakan setelah DPA berlaku efektif.
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Persiapan Penandatanganan Kontrak

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan

Kontrak antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia yang

membahas hal-hal sebagai berikut:

1) finalisasi rancangan Kontrak;

2} kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan
telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;

3) rencana penandatangznan Kontrak; dan/atau

4} hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi
penawaran.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah
substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak,
kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal penetapan
SPPBS dilakukan sebelum DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam
DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka
penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup
tersedia melalui revisi DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DPA
tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia
Barang/lasa tidak diberikan ganti rugi. Penandatanganan Kontrak Pengadaan
Barang/iasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahii hukum
Kontrak.

Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia wajib memeriksa kembali
rancangan Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka, dan huruf
serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

1} DPA telah ditetapkan;

2) penandatangan kontrak ditakukan paling lambat 14 {(empat belas) hari kerja
setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DPA belum disahkan; dan

3) ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah
Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan
namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan.

Selain pihak yang disebut di atas, pihak lain yang dapat menandatangani Kontrak
adalah pihak yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari
Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah
berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak
sepanjang pihak lain tersebut merupakan pengurus/karyawan perusahaan/
karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap. '

Kontrak dibuat sesuai dengan kebutuhan yang terdiri dari :
1} sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
a) Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatangan Kontrak dibubuhi
materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan
b} Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang
ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
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2) Rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi materai apabila diperiukan.

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para Pihak
atay pada tanggal yang ditetapkan dalarm Kontrak.

3. Penyerahan Lokasi Kerja

Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada
Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan
peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait yang dituangkan dalam Berita
Acara Peninjauan Lokasi Kerja. Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam Berita
Acara Sersh Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak.

Apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh fokasi
kerja sesuai kebutuhan Penyedia vang tercantum dalam rencana kerja untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak
menetapkan kondisi ini sebagai Peristiwa Kompensasi dan dibuat Berita Acara.

Surat Perintah Mulai Kerja {SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP)

a. SPMK untuk Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya/lasa Konsultansi

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalsh surat perintah dari Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/lasa Lainnya/lasa
Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak. SPMK
diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tandatangan
Kontrak atau 14 {empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja
yang merupakan waktu dimuiainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

b. SPPuntuk Barang

Surat Perintah Pengiriman (SPP) adalah surat perintah tertulis dari Pejabat
Penandatangan Kontrak kepada Penyedia Barang untuk mulai melaksanakan
pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak. Pejabat Penandatangan Kontrak
menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 {empat belas) hari kerja sejak tanggal
penandatanganan Kontrak. SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh
Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak tanggal penerbitan SPP. Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia
ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan
sampai dengan serah terima Barang. Untuk pekerjaan yang pengiriman
barangnya dijadwalkan tidak dilaksanakan sekaligus tetapi secara
berkala/bertahap sesuai rencana kebutuhan, harus dinyatakan dalam Kontrak.

Pemberian Uang Muka

Penyedia dapat mengajukan permochonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak.
Uang Muka dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang
muka yang diterima. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang
diterima Penyedia. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan
atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas
pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen}.
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6. Penyusunan Program Mutu

Program mutu disusun oleh Penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak,
vang paling sedikit berisi:

"o on o

informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
organisasi kerja Penyedia;

jadwal pelaksanaan pekerjaan;

prosedur pelaksanaan pekerjaan;

prosedur instruksi kerja; dan/atau

pelaksana kerja.

Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas
pekerjaan.

7. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Sebelum melaksanakan Kontrak vyang bernilai besar atau kompleks, Pejabat
Penandatangan Kontrak dan Penyedia harus melakukan rapat secara tatap muka
untuk mendiskusikan kesamaan pemahaman dan administrasi Kontrak. Rapat tatap
muka harus dilaksanakan secara:

a.

b.

C.

formal;
agenda rapat diketahui secara bersama sebelum pelaksanaan rapat; dan

para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung selama pelaksanaan
kontrak;

Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

3. reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;

b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif
pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar meiakukan evaluasi
kemajuan pekerjaan;

d. diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;

e. Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan
dengan kondisi pekerjaan;

f.  melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan
prosedur untuk manajemen perubahan; dan

g. melakukan Klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan
pekerjaan.

8. Mobilisasi

a. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan sesuai waktu yang
ditetapkan.

b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, mobilisasi dilakukan sesuai dengan
lingkup pekerjaan, meliputi:
1) mendatangkan bahan/material dan peralatan terkait yang diperiukan dalam

pelaksanaan pekerjaan;
2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium,
bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

3] mendatangkan personil.

c. Untuk Jasa Konsultansi, mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan,

meliputi:
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1) mendatangkan tenaga ahli;
2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau
3) menyiapkan peralatan pendukung.

d. Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.

9. Pemeriksaan Bersamao

a. Apabila diperlukan,pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para pihak bersama-
sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan
dan rencana mata pembayaran.

b. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK
dapat menetapkan tim atau tenaga ahii.

¢. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.

10. Pengendalian Kontrak

Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik
secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian
Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

a. Pejabat Penandatangan Kontrak;

b. pihak ketiga yang independen;

¢. Penyedia; dan/atau

d. pengguna akhir,

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau
terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian {Show Cause
Meeting/SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk
melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila
Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat
Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai
target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan
pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai
ketentuan yang berlaku.

11. Inspeksi Pabrikasi
Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus.
Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam
Kontrak.

12. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Penyedia mengajukan permochonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan

sesuai Kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak
boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak.
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lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima. Pekerjaan tambah dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
perjanjian/Kontrak awal; dan

b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. Untuk pemeriksaan dalam rangka
perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan tim atau
tenaga ahli. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan
waktu penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah
waktu pelaksanaan kontrak berakhir.

Keadaan Kahar

Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam
Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban vyang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Tidak termasuk keadaan

kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para
pihak.

Datam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia
memberitahukan tentang terfadinya Keadaan kahar kepada salah satu pihak secara
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari
atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan
kahar. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau
dilanjutkan setelah kondisi kahar berakhir.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubshan
kontrak. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-
kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat keadaan kahar.
Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.

Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan kewajiban yang
telah dilaksanakan. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekeriaan yang telah dicapai.

Selama masa keadaan kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan
secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan,
maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan datam
Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang
telah dikeluarkan untuk bekerja dalam keadaan kahar. Penggantian biaya ini harus
diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak
bukan merupakan cidera janji/wanprestasi jika disebabkan oleh karena keadaan
kahar, Contoh keadaan kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tidak terbatas
pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran,
kondisi cuaca eKstrim, dan gangguan industri fainnya.

15. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak

a. Penghentian Kontrak
Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian Kontrak karena
keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. Penghentian kontrak karena
keadaan kahar dapat bersifat:
1) sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
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2) permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan
dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. Dalam hal Kontrak dihentikan karena
keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar
kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan vang telah dicapai
setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

b. Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para
pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi. Terpenuhinya hak dan
kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya
dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak
telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% ({seratus persen) namun
kontrak belum berakhir apabila masth terdapat sisa pembayaran yang belum
dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan
akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran atau pembayaran atas
penyesuaian harga.

16. Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

a. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:

1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;

3} Penyedia berada dalam keadaan pailit;

4} Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan
Kontrak;

5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali; f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya
laminan Pelaksanaan;

6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

7) berdasarkan penelitian Pejebat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan S0 {lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
{lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam
Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta
tanpa persetujuan pengawas pekerjaan,

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1} Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka
dicairkan (apabila diberikan); dan

2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
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Dalam hal dilakukan pemutusan -Kontrak secara sepihak oleh Pejabat
Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat
menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau
Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

b. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

Penyedia melakukan pemutusan Kontrak apabila:

1) Setelash mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak,
Pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan
pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak.

2} Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran {SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang
disepakati sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Kontrak.

I 17. Pemberian Kesempatan
Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan
l korntrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia
mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan
kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi
| denda keterfambatan.
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan
dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda
I keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan (apabila ada).
I Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh} hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
: Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat
I melampaui Tahun Anggaran.

18. Denda dan Ganti Rugi

a. Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku
karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak.

b. Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

c. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan
jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan
volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang
kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

d. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jarinan
yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil
pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya
tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi
adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

e. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Besarnya denda keterlambatan adalah: 1) 1%. {satu permil) per hari dari harga
bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1%o (satu permil) per hari
dari harga Kontrak.

f. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan
dalam dokumen pemilihan
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g. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.

F.  SERAH TERIMA

Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen} dari Penyedia kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada
PA/KPA dijetaskan dalam bagan alur berikut;

Gambar 6 Bagan Alur Serah Terima

1. Serah Terima Hasil Pekerjaan
I a. Setelah pekerjaan setesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan  permintaan secara tertulis
l kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan,
b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan
pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan
I Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap
I kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Kontrak danfatau cacat hasil pekerjaan, Pejabat
I Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan.

e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tefah sesuai dengan ketentuan yang

l tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima.

l f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan
Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif

I terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan

I barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK,
dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SIRUP, dokumen persiapan pengadaan,

' dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta
pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

I i. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan,
PjPHP/PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak
untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif.

l j. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.
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2. Masa Pemeliharaan

a.

b.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga

kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara

tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir

pekerjaan.

Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah

Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan

baik. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa nilai

kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Khusus Pekerjaan Konstruksi:

1) masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjsan permanen selama 6
{enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga)
bulan; dan

2} masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan

para pihak dalam Kontrak.

Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana

mestinya, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar

retensi atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan, serta Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan

Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai Pembiayaan/Pemeliharaan maka

Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan kepada Kas Negara.

Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia

menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir.

PA/KPA mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional PPK selama masa

pemeliharaan oleh Penyedia.

Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa

pemeliharaan selesai.
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A. Persiapan Pengadaan Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK}

1. Memulai Aplikasi

Cema it eea

Krma fasps HrE A hir

_': {Pergadaan Bz

3 bt a0l s Ba nan Ul

4 i Penzar ongnss
] ;

0 s e e

G L bevsateen Bercengan

Masuk Ke Dalam Aplikasi Pilih
Login,

Masukkan User D dan
password,

Kemudian piih Non-Penyedia
dan

Klik button ‘Login’.

2. Holaman Beranda PPK

PR Rt ywpbirimruils st i S arrn . . TR e o e
SR QY E NI ML Lo e W et

Setelah berhasil Login, maka
akan masuk ke halaman
Beranda PPK.

Di dalam beranda terdapat
informasi paket tender dan
non-tender serta menu
pencatatan paket non
traksaksional dan swakelola.
Sefanjutnya Klik ‘DAFTAR
PAKET Paket Kemudian Klik
‘Non Tender’

3, Pembuaotan Paket Non Tender

b e A BOR T S50 Pone PG LRI AR R R Gt B

PPK membuat paket non tender
di daftar paket dengan klik
button ‘Buat Paket’

v pilih K/L/PD {Kabupaten
Bekasi)

v Pilih Satuan Kerja
(Perangkat Daerah)

v" Pilih Metoda Pemilihan
{Pengadaan Langsung)

¥ Pilih Tahun Anggaran
Berjalan

¥ Pitih Nama Paket

Catatan ;

Paket harus terlebih dahulu

diumumkan dalam RUP melatui

aplikasi SiRUP
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Selanjutnya akan muncul

informasi rencana pengadaan

7 wcoms szt paket non tender
. MrmaPzkel I } eraapan dan gaey Frdgman ; FBIFFrrsiagan dan penyurenac pedaman penemcznaan FEJE T
: Francanain Menitonng dan Evatazy Peegadzan . . .

e o N Apabila informasi paket

STupsnA KR fr R ' tersebut benar selanjutnya klik
: s button ‘Buat Paket’
i St fne ot e ey e
I 1 AT [srieicriits SR L B A ek 21 . o Pp a1 T

s i Kemudian akan muncul
S halaman edit paket

Gzaren . | = RUP, berisi detail kode RUP,
T e — e : Nama Paket, Sumber Dana;
T - P b } s K/L/PD, adalzh nama
o gy - !"ﬁ.’._“f‘m"ﬁ.m?g... L Kementeruan, lembaga, dan
e ST .|| Perangkat Daerah;

« Nama Paket adalah nama
paket tender vang akan

: _ dilaksanakan (sudah otomatis

" s elnears ' ' ' : . by sistem berdasarkan data

e Takes T 2R £ e RS T ST T LI L e I A 2 S et TN e pes b e e

e R © 11 RUP}jika tender konsolidasi

nama paket bisa diubah;

« Satuan Kerja adalah satuan
kerja darf paket tender;

« Anggaran adalah kode
anggaran dari paket tender
(sudah otomatis by sistem
berdasarkan data RUP);

+ Lokasi Pekerjzan adalah
lokasi pengerjaan pada paket
tender;

s Nilai Pagu Paket adalah nilai
pagu dari paket tender
(sudah otomatis by sistem
berdasarkan data RUP);

Apabila data tefah benar klik

button ‘Selanjutnya’

B R R

4. Mengisi Data HPS dan Dokumen Persiapan Pengadaan
T P Sefanjutnya PPK mengisikan
rincian HPS dan upload
dokumen persiapan
pengadaan. Kemudian PPK

_ _ memitih jenis kentrak dan
J o _ penanggung jawab paket

L . N s . e

pengadaan,

PPK mengisi rincian HPS dengan
meng-klik ‘Rincian HFS’

Sl M hen

0 Penaeg ey
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a. Mengisi Data HPS

o pbesaals -

Loa CL NPT R LAY

RECE ]

= e

LIS T [N E]

PPK dapat mengisi rincian HPS
dengan men-download
template rincian HPS yang telah
disediakan kemudian meng-
upload-nya kembali stau
langsung mengisi pada kolom
HPS vang telah disediakan.

JerisBarang/tesa Sawan Vol . Hama

_ ‘ﬁ L REmE ]

. _P.a_]ak'i%_‘}' .:K_et émngan

Apabila PPK men-download
template rincian HPS, maka
akan tampil file template
rincian HPS berbentuk Excel.
PPK dapat mengisi rincian HPS
pada file tersebut kemudian
meng-upload-nya kembali ke
sistem.

Catatan : column {kolom) pada
format excel tidak boleh
ditambah atau dihapus

e et 1 Tk P A e e AR e
i
PRV T W [ENEREEY
Telut e e
2
v
Pt g o w!!nwn— e baed
L £ caTaden sl

lika HPS sudah disimpan maka
akan muncul notifikasi bahwa
data telah tersimpan.

ara T Hatay A LKA AL e I TATS P TR AT e
5, OORR. "%, AIEL U IR T ERD. 2P Mo 2k
T O AT S T AT AR RER ey TR L D

e

Do K e v\'.k'.r.: W AR AR A TR L ST ) ’F}%i {Li!ﬂ{ll‘l:ﬂmﬂmj‘ .
S uemt
KilkYInload ]

PPK mengisi dengan meng-klik
‘Kerangka Acuan Kerja (KAK}
Spesifikasi Teknis dan Gombar’
pada form edit

Klik button ‘Upload’ untuk
meng-upload KAK spesifikasi
teknis dan gambar. Perhatikan
petunjuk upload dokumen KAK
Spesifikasi Teknis dan Gambar.
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Selanjutnya Pilik file yang berisi
KAK spesifikasi teknis dan
gambar yang sudah
dipersiapkan sebelumnya

Jika sudah ter-upload maka
nama file akan muncuf pada
halaman KAK spesifikasi teknis
dan gambar.

¢. Upload Rancangan Kontrak

e opton s Lmen Ryesegie Horimk
2 J

T ML L WAt S b

LTS PRI e

MUOME T o TENT 2N
¥ LT R Ak

A d ks By s i nLe T g

PPK meng-klik ‘Rancangan
Kontrak' pada halaman edit

Klik button ‘Upload” untuk
meng-upkoad Rancangan
Kontrak. Perhatikan petunjuk
uplead dokumen Rancangan
Kontrak,

a Dwwnloods
# Fasic
’| o Pituses
T Balas
Soloal ey
o lecd R -

e

‘o Dskiep R Rancangan Kantmak
L« Bacuments. %

S r ThRBD s docal {kite 3 doburmen 3 gaK v T ~F
ng'-‘.".n:' Mo Sohider TFO
: .t:.ﬂiﬁx T thers e “

3 10 Ot KA [
HEES

Selanjutnya Pilih file yang berisi
Rancangan Kontrak yang sudah
dipersiapkan sebelumnya

o Bt g e i

RRRCE  LLUUETEPE

Jika berhasil upload maka nama
file akan muncul pada halaman
Rancangan Kontrak
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d. Mengisi Penanggung lawab

<} Peargaang timaz

TR AN M S Paa: Farpan -

T di
1 4 At o i - P S S P
0 T e L3 EakimenPorcapas
PV T LEREETH it s )
1 Bane Faaosa s Bepatian
i : . framsrenaas
‘. AR s by -kt A T v
; THRITE v
i demuResTik

Untuk Pengadan Langsung nilai —‘
HPS tidak lebih 200 juta rupiah
maka dalam kofom Penanggung
Jawab dipilih Pejabat
Pengacdazn.

Selanjutnya klik button ‘Pitih
Pejabat Pengadaon’

i ..
i3 ’ C ’ hig i
15znre FEEFITY oo
fLEY T [ e ]
Frs LEEE] <o
(1 Fr11 [ o}
Fead (IR L oo 3
s 4] =
i e [ 7oy ]
iy ¥in o

Selanjutnya PPK memilih
Pejabat Pengadazn untuk
mengelola pemifihan pada
paket pengadaan langsung yang
telah dibuat

5. Menyimpan Paket yang Telah dibuat

Lat v
v
T -
FattirFas caty -
i s
e RLE T TEHL I e
om et Epatis Sk eamt R vl Fas LI U EE DN LT 180 T ecat 6 20 Fantat B gadsn
ST AT AT oo gt e b a2y
A S RS I pihedea ]

Jika Pejabat Pengadaan sudah
dipilih selanjutnya PPK
menyimpan paket Pengadaan
Langsung dengan meng-klik
button ‘Simpan dan Membuat
Paket’

‘ £ Brstar

-5 Bakgna e Pargadaan

L Ergaus

g Franns

G ]
Fentn i Hama Fadrl LI AL APy
VAL A perm Bpanamdan - :
el TRET TR g
Tt Pen g Tenzidany
s dde ReRARLE! Ty I [ 29
B -al *
: vt )
k-

Setelah data berhasil disimpan
maka akan muncuf notifikasi
bahwa data paket berhasi}
disimpan.
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B. Proses Pemilihan Penyedia oleh Pejabat Pengadaan

1. Memulai Aplikasi

Pejabat pengadaan
mendapatkan kode akses {user
|0 dan password) dari admin
agency di LPSE dengan
menunjukan surat penunjukan
sebagai Pejabat Pengadaan.
Masuk ke halaman Beranda
pada SPSE 4

as LS P

£ b tartreer e

LoPewrpar 2w omi Froir

Paket yang sudah dibuat Di PPK
akan muncul di hataman daftar
paket Pejabat Pengadaan.
Kemudian update data paket
dengan mengklik button ‘Buat
Non Tender'.

H T 164 A L LA D 41

i -‘uauo. RART PRI ST Lyie tep T e R L T

it .

& Kspe A [t Hir s g P
i FraptiinalT
L MaeaxPakn T g § o

He . Fergton il -

¥ enumargadun

‘ Welats Perrlian

i‘- *oamayckiiaha

i

T dacve mane

i

L maaesaEaepal

t

I

[

i ae pemeear

L. EE HuC PRy

X DAt Pazrees

Selanjutnya akan masuk ke
dalam halaman Edit Paket. ist
kelengkapan data paket
pengadaan

Pejabat Pengadaan mengisikan
persyaratan kualifikasi, masa
berlaku penawaran, dokumen
penawaran teknis, upload
survey harga pembanding, dan
pilih penyedia
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a. Isi Jadwal Pengadaan Langsung

Terdapat lima tahapan jadwal
A i - ) daiam pengadaan langsung.
::v‘::: :-"_1-:;,'- s P A L1 T N T I S R T B e e 10 3 Y 7 G e b Ty s b et 2 Ea s pejabat pEngadaan mengis“

seluruh jadwal yang ada

LR EAT frm e f SRR TN DR R D (R AR (LI bt St b Firad TSN 3 e fas use
T Sepy dezem

-} W farag

.| Catatan : Hariyang
; _ _ et weawes 1 dipergunakan dalam proses
I S o | pengadaan adalah hari kerja

To2% 1 Isi Jenis dan klasifikasi Usaha
: | Checklist pada kualifikasi yang
dipersyaratkan dan isi
persyaratan
Pejabat Pengadaan dapat
menambahkan kualifikasi yang
tidak ada di sistem dengan
mengklik button ‘Tambah
OO SNOIOOUN SO st e ' Syarat’
e R i | Apabila Persyaratan Kualifikasi

— s I o ' telah selesai diisi klik button

e £ e s e ‘Simpan’.

i Kpaha g Ao Soeul hav tmpgatman

e i gran Hadwan gany T

[P

A e e R kA F AL B A T i et

c. isi Masa Berlaku Penawaran

e e =

Pejabat Pengadaan Mengisikan
masa berfaku penawaran

Persyaratan dokumen
administrasi dan teknis dipilih
e e R e ke e sesuai dengan yang dibutuhkan
Adrimettas

T— _—, : dalam persyaratan dokumen

" I pengadaan [angsung vang akan
e l dilzksanakan. Pejabat
Tekeis ,_L;=-~— [-éﬁt;s{i;;r_a;:;?s_;rmnrf:-.rjitml;s;::ziuﬂm:c;',:n;;f;-';ﬁsj _ Pengadaan dapat
I — : — menambahkan persyaratan

e P | dokumen yang tidak ada

disistem dengan mengklik
button ‘Tambah Syarat Teknis”

A

P T R T )

L]
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e. Upload Bokumen Non Tender

Selanjutnya Dokumen non
Tender hisa di upload setelah
Pejabat Pengadaan mengisikan
semua kelengkapan
persyaratan kualifikasi, masa
bertaku penawaran, dan
dokumen teknis. Apabifa slab
satunya belum terisi maka
tombol ‘upload’ tidak akan
muncut

Sefanjutnya akan muncul
petunjuk pembuatan dokumen
Non Tender/Pemitihan. Pejabat
Pengadaan harap membuat
dokumen non tender sesuai
dengan petunjuk.

S 5. BAD Deror Kuanty Rarang Pekatisan: .
o PRy Barap TR RAN B4R QNI 3380 WORNLN A T AR LS BRET

& BAB NAY5pes fuczar ekt
EER AT

E — : -z | Selanjutnya Pifih dokumen non
dE T s MR Ll D D) » dsemes 3 KB _ DB e o | | tender yang telah dipersiapkan
e ot ' ] S e R D sebelum nya

PR I S,
= Desilogt

B deler g
o Duarreniy  dotamen i
"4 Dyrarlaade * dutann h‘l'\.‘ﬂ.p;l‘.
SRk KAR
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g
o Puctides T Rantang i Fensak I
H Videas B - suney harga pembargieg e
o leveal Ak
- ool hok [
3 tietucrk
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Jika berhasil upload, button
‘dokumen non tender’ akan
muncul. Selanjutnya Pejabat
Pengadaan upload survey harga
pembanding

by Hirge Trembmad mg

;7 OaTar Peyeray

Untuk mengunduk dokumen

ARANGEED Non Tender, kfik button
S | ‘Dokumen Non Tender'
selanjutnya klik button
uL . ‘Download’.

T 3R Katemaz Kewayoan Paan TamLa Tvanhr
Tudah feun dalars Gzt M3an
War: s WY

YA BATTINERALI® 230 & 3Tyt Y 2 2 PERGTAT |34 PRGN LA [RL TR — $rdang Shersizn
Soesifias Tekns dan Gamnar £ Koranzs 2 Asuin ¥eja AR
1 RAN

Dafar Buamias durHaroa

Jeris Baswng U FLLERIE L] Ve Kamangan
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f. Pilih Penyedia

L dscrormedy = F A B
v
beeeE i rmaebaE Ler evy B .
w
! v
%, Merrdy harga Fatzvding
. LTE TR :
i patwrFemyera

Pejabat Pegadaan memilih
penyedia uniuk pengadaan
langsung.

Catatan : Penyedia untuk
pengadaan fangsung harus
terdaftar sebelumnya dalam
SPSE

(5l

T T A o e Tl ol 245 T b 2o e 200 S i L # sy b i ey o g £ 5 55 T 8 1 e 8 v s et F o
gt &

R

T Mean

Langkah selanjutnya setefah klik
‘pilih penyedia’ akan muncul
tampilan seperti dibawah ini.
Pejabat Pengadaan dapat
melakukan pencarian daftar
penyedia yang sudah terdaftar
di SPSE 4. Jenis ijin usaha dapat
dipilih sesuai dengan

kebutuhan pengadaan yang
akan dilaksanakan

AT T L NS D T e G R S o e L e b T b f e
£man ™. e s

 naag 2 PR ] LT At 4 | s

RLaATN Wit

BT BT Harngon

L N L

[HETETEER

LRTEEERIT ATE

B DEHRNAN

Setelah menemukan Penyedia
vang dimaksud, checklist nama
penyedia tersebut dan klik
button ‘Simpan’

Sl s e Rl

e m:} b

Jika berhasil disimpan maka
akan muncul notifikasi berhasil
disimpan.

Setelah selesaj Simpan
Penyedia, klik kembali

g. Umumkan Paket Pengadaan Langsung

p F”'ﬁw P : .. et e et voperns e ——
. [- SN DR Y 1Y
) h2 R Tt W trrt Ty
ALV R S KL Er T-‘:i;'-'-‘.‘r!E{‘ Wizl . R
BRSSP AL B TR} EART Y
(BN ] [ A TR PR , 12

U Pears, e

e L E )

. ) - . 1TELNE I e,
et onTatd el ]

Langkah selanjutnya adalah
mengumumkan paket non
tender, Pejabat Pengadaan
mengumumkan paket dengan
menyetajui

pakta integritas.

UKPBJ KABUPATEN | 34]




| & [ NILYdNavi radxin

yngunip
esiq Sueh wnpuappe jIseH

gL TN TR

uEATobn Tuminn dem et tyrrA L dan ol bk akil ad mTaD L
a4y
Liktpr LS D AR TR

FRRG LR 38 e T

) yemeqip

1H985 ue[Idwe) [naunw ueye

eAunfueias eyew ‘Wnpuappe
uenyejaWw Jesajas uepns exif

e

JZ AT R

B S N T PR PP rut

‘eAuueliEmEUSd UByWLISUaLW
eipaAusd wnjages ueepesuad
UBWINYOP WNPUIPE U N BB
1edep ueepe8uad jeqefay

. ST I
oy et
erg a1
agasea |

‘Bpuetag
UBLWLE|BY [P [NoUNW ueye
1aed exewl ‘Seylsg Yepns exir

g ey drag

PR Y PRI U

Al

pEEth i

et

Ll

Qs

HSTEEN % e

a2 abnLiaiy G

= ;_ygépgﬁﬁéjé ;ég;{,;idy'zféew&ﬁﬁﬁégmmégf -



T -—

{{_ : ._ -.-_ngmjbf Pé.{@ﬁé&éﬂ Apﬂr&as; é}’éﬁ;ﬁé’a& -

i T Fuer A e e e A aTe o m
'~5:—’-{ Ty
T L I L X I T

L T T T T T

Tahapan dalam Pengadaan
Langsung selanjutnya adalah
Pembukazn dokumen
penawaran yang sudah
dikirirmkan oleh penyedia.

Klik pada nama paket untuk
membuka penawaran yang
telah dikirimkan oleh penyedia.
Kemudian akan tampil halaman
informasi paket, klik tab
‘Penawaran peserta’ urtuk
melihat penawaran yang telah
dikirimkan.

1o Pempet s Bamog s TadE e

Usrafevmm kssbentes  wm | - uji,ii‘a.{f};*j;: i
o @ ew |
i '

S B

[

Pada tab ‘Penawaran Peserta’
penyedia dapat mencetak surat
penawaran, melihat detail
penawaran administrasi dan
teknis, dan harga.

REKANAN 12

Pesinal. Fenagaror Peheraan IT-HelgteshTorsiasen dan pony -2 an perereaipan PEIPTPer saman
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Pangtdann

SrNUBUTHED £ANA0 PengUTRmAT Pengdsn pran £ T TR B8 Laithan SFSE wd.
3 Developrient dengsn hods paket 8387938 dan 2 M k2T PR AT deng AT sehsama Dok Pareihan dan
Bera Acara Pemborian Pergalasan (goria adendun Dokoran Fomiinany derginin kam mengiiukan
peravesan tniur pekanuea (MHelpdesh/Perslapan dan penyusunsn peoaman gerencanagn PBIP

fPers lnpan dan ponyystben podeman porentanaxn PEJIPIR Frencanaan MonBorlog dan Evaluas!
Pengadaarn sebetar yang wercantar aco Semt Penawz an.

wtead ol mo

Penasaran mk sodah MamaedaLEan Kl riin 90 PTIGy arals yang Amaesim gatam Cabumen Pomr i
v prelakeanakan pekejoar erag ot di glas

| Feruraar int eddy eolama 10 ban kaender. sejak Eauas akn pemaiuras dehumnen penae oan. {17 Sopiember

contoh cetakan dari surat
penawaran yang dibuat dan
disetujui oleh penyedia

Kama Panm T A T Dy e I TR BT AT B B S T [ 2 E e KT8 et e FI Y D B m At shssam
ERTIVIC Y
K Prpets I =TT
3 Admirusirasi
e e . . . . . A s
Dot vwlergFeasrn ’ ’ ’ ’ -
T Ancar -
% Teknis
' Ko Penganatn s
U AatBFene et B Lz -
4 y v
IR TR o
-';.-‘\)'n [BSE -

i KA 23 EG)
Betup gengan porsparalan pada Bokamen Pemlhas, hersama i Sural Penasards Ram mankies Fersgyaan
o Borumen daa Penawaran Harga,
i Dengan dsampakannya Suad Penamaran mi mata Rami meryatzedn sangmp gos Shan wnoudh padn semia
Lofanbin yanr Inrearien datam Desumen Eeanihan
L
. ~- | contoh rincian dokumen

L e e T

penawaran administrasi dan
teknis vang telah dikirimkan
oleh penyedia

G Kedefaba £y
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contoh rincian penawaran
harga yang telah dikirimkan
aleh penyedia. Pejabat
Pengadaan dapat melihat
rincian penawaran peserta
dengan mengklik button ‘Cetak
Rincian Penawaran’
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Tahapan selanjutnya adalah

L-Ziilp fedFat a0
L Eetramn
R W

Pocerom

ADTan Tam fyud

S evaluast penawaran. Pejabat
Pengadaan mengevaluasi
_ _ _ penawaran yang di input-kan
e GO G oleh penyedia. Klik pada tab
A = ‘Evaluasi” kemudian pilih nama
[N RSB . LI . . .
r': [ PP R I EI FadldATikn :'I' Fedore:tmzs ["!Fr.-:v-'.-.--_"u» . Tirtwiay penvedla ya ng akan dlevaluas'
a. Evaluasi Administrasi
N s N et e .
DEermTe R . 1| selanjutnya klik ‘Evatuasi
L o= | Administrast?
sz 2 Lakukan evaluasi administrasi
b penyedia.

Apabila telah selesai kiik
‘Simpar’

r
[.-':é’?u;-';:«‘m}-.-:,;-:aijﬂ?imﬁzfii\li}'ti- } i

Klik ‘Evatuasi Teknis' pada
halaman Evaluasi
Lakukan evaluasi teknis
penyedia.

Apabila telah selesai klik
‘Simpar’

i
[ROEELTTL T

e

Klik ‘Evaluasi Harga' pada
halaman Evaluasi
Lakukan evaluasi harga
penyedia.

Apabita telah selesai klik
‘Simpan’
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6. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi

o

T wanf A s Taa Do m B ey Bas Talil
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ortn Furt IR
Hare 4 ket

T aael Sl
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Tahapan sefanjuinya adalah
kiarifikasi Teknis dan Negosiasi,
pejabat pengadaan dapat
bernegosiasi perihal harga final
paket pengadaaan langsung

2. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

IR Prves

I Etaeriemanrsn [T Rutanfirz Bl

L L T 1

Untuk membuat dan mengirim
undangan klarifikasi dan
negosiasi, Klik button %irim’ di
baris penyedia yang akan
diundang

TR AT R R
T0T Ly B AR OO TSP Gt v

v =

- <

Firg Fala dizawa

P e bad

Selanjutnya Pejabat Pengadaan
mengisi isi data undangan

Ferasane g b

LER LSt T e

S BT

Fe 3TV 30

[P TR o FE T o] T O L,

fika sudah simpan, maka PP
bisa cetak undangan verifikasi.
Klik cetak akan mengunduh file
.PDF undangan

HKami manaundang Arda urich menghadi venitkas) Lehetap pahet
10} paboe @ B7O9909
Hama paket. Rehatadtat Jalat Sukand) - Pule By (0,30 Km)

dengun infenmasi oot pemb ekl sokaga beakul,
Wakti 1 01 Qlgsber 2018 14:31

Termpal: sirgaraja

Yang harua € bawn - dokumen

Yang hams hadr @ gireatur

Dumuiian penjelasan Lan, alis perhatdn dan ketjacama yang bah diuzapkan lerima kasih

Heormat kamo,
PP S0

o Akan keluar file .PDF yang
3 {LPSE)} [KUIALIFIRASIE Undangan Pemuuktinn KeakLross sudah diunduh
H Eepaga Yih.
REXANAN 50
[+ 18
Temgat

UKPBJ KABUPATEN | . 33]




. --.FEIH):}M’Paﬂ}?&ﬂ&ﬂﬁ.@ﬂ?ﬂg Féﬂg&dgﬁﬂ_-_

---+ | Sebelum melakukan negosiasi,
' pejabat pengadaan
memverifikasi data penyediz di
SIKaP melalui link di halaman
evaluasi

[LECHF P IV

Selanjutnya Pejabat Pengadaan
akan masuk ke halaman SIKaP.
_— Pejabat pengadaan verifiksi
PeRm e meen data penyedia di StKaP.

[ TFERT S

el g AR o ATk

EFE O RIS
FLm

Selanjutnya Pejabat Pengadaan
verifikasi ljin Usaha penyedia
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan
verifikasi Akta penyedia
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan
verifikasi Pemitik
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan
verifikasi Pengurus

Selanjutnya Pejabat Pengadaan
verifikasi Tenaga Ahli
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! Selanjutnya Pejabat Pengadaan
verifikasi Peralatan
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Selanjutnya Pejabat Pengadaan
verifikasi Pengalaman
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Selanjutniya Pejabat Pengadaan

T | <5 Paik

i FoalanumPam IOTUITE. 2 nanxbaTReewIn M
s

L e - Mgy B erermar ITID A0
Lt
Taga: Tzt
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frrunTaaT
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7. Penetapan Pemenang

$hews A Poea Wy Do g PTRomterads | Fosuy
EEEREEE T HE AR U

Lndpr A el Tden

Hrin x ¥

L4
-

Jika sudah selesai verifikasi data
penvyedia di SIKaP serta
mielzkukan ldarifikasi dan
negosiasi dengan penyedia,
Pejabat Pengadaan akan
melakukan penetapan
pemenang,

Klik button ‘Penetapan
Pemenang’ untuk menentukan
pemenang.

K2 Pesera

Harga Qe gosiasi

Cotvamize . ]

Sistem akan menampilkan
daftar pemenang dan Pejabat
Pengadaan dapat memasukkan
harga negosiasi akhir

. e lika berhasil penetapan
Foe pemenang, maka akan tampil
o vmarees T - tanda bintang di halaman

evaluasi

S mutk

Jika pemenang sudah
ditetapkan, maka pejabat
pengadaan melakukan

L sevenar s J
i edran Vo £ A L B e £ el LR 1 FA D et R pengumuman pemenang
Pkl E s T Py [ taen svinis:
_ : ' ‘{ e?m_c-;r;:@E';;siml'_rmzmqmnj
Bt dira . " - .{:;:3
K [ ]
S P
gyt -
s o e ez it e . { Selan jutnya akan muncul
i tampilan hafaman untuk
we pengiriman undangan
=]
-]
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* Do Pty i

Pargurrmosn Pemeang
. FIEILN r
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| ety oot
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Jika berhasil mengirimkan
pengumuman pemenang, maka
akan muncul notifikasi
‘Informasi Pengumuman
Pemenang telah dikirim’

9. Cetak Berita Acarg

a. Berita Acara Evaluasi Penawaran

¢ wseawanT

TR

T Tz Rae daaky

Doburar Prrecanan

Maa e

- Derokeans

S et AT I £ Dt e B g e

Froean

A e

i

Setelzh selesai mengumumkan
pemenang, maka Pejabat
Pengadaan akan mencetak
berita acara

Pejabat Pengadaan memilib
paket pengadaan langsung yang
telah ditetapkan dan
diumumkan

Untuk mencetak klik ‘cetak’
pada Berita Acara Evaluasi
Penawaran

hiarnor
Tanppal

Fe R
Tambakar Liin |

Maka akan muncul form untuk
mengisi nomor, tanggal, dan
keterangan tambahan lainnya

by an

P P T RPT DV PP FTI (Yo

F b e g D R e Ty

e T I T AT B e L b,
Come Mt Priaris

[T T ST T

b Kamesagan

R

TR

T o e A TR Lot G oF L b e

Contoh hasil berita acara
evaluasi penawaran tercetak
dalam bentuk PDF
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b. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

L

-

ol et

P
1

1 M b Bl

Fre ]

ERTRE X

J

Setelah selesai mengisi berita
acara hasil penawaran, maka

Pejabat Pengadaan mencetak
berita acara hasil pengadaan

langsung

Untuk mencetak kfik ‘cetak’
pada Berita Acarz Hasil
Pengadaan Langsung

Homer
Tanggal

Keterangan
Tambahan Lain

Maka akan muncul form untuk
mengisi nomor, tanggal, dan
keterangan tambahan lainnya

RO
!
i Eir g

i i ] R I R

Y KaraFaaarts

A

Contoh hasil berita acara hasil
pengadaan fangsung dalam
bentuk PDF
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c. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

. Yosaroun . ]

- sz Rl

.- Tehah Pake Raatkw
. Béaufman Parilnan

e

R R BeopLmETan Famenag

i Bem heary

Setelah selesai mengisi berita
acara hasil pengadaan
langsung, maka Pejabat
Pengadaan mencetak berita
acara Klarifikasi dan Negosiasi

Untuk mencetak klik ‘cetak’
pada Berita Acara Klarifikasi
dan Negosiasi

Namor

Targgyl

Esintanpan
Tambakan Lai

o Hesangan

Akan muncul isi nomor, tanggal,
keterangan tambahan lain, dan
tempat

ITHELPDESKMPERSEIAFAN DAN FERYUSUNAN PED.
: PECOMAAN PERTMNCANALY PRIFOIT PR-‘IC-'IM

W HNT T e Trn TR LIRS R
I

B ML R € F7 MR AT T

[HALFTRTY

lJTORl nG BN EVELUAST PERGADAAN

iALE

237 FERZIAPAN Dat P CHYLISUN A

LS A e S et ek S

1

PP

RS 8

Contoh hasil cetak berita acara
klarifikasi dan negosiasi
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C. Pelaksanaan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen {PPK)

1. Pembuatan Kontrak

Eteropa] .

Fealterirng b bor hanigtanes TadHi

C Mmoo s o

¥idn
Pl " MezaPgkit

Lar ppanav Wbt tlyn

Pt ixngaar.
horera b

Fanynirangases e
bl |

e b sr

Pt Bt frelea gl

Untuk pembuatan kontrak non
e-tendering, pilih button ‘Non-
etendering’, kemudian klik
button ‘e-kontrak’

Klik button ‘Buat SPPBJ untuk

input data Surat Penunjukan
Penyediz Barang Jasa {SPPBIJ)
Fasgnan
I e Se Peparjan s SeLib Penamin [TEr— Dambaba
T - 1+ | Isi data SPPBJ kermudian klik
e button ‘Simpan’
I Lariy o .=<'-=u.
D eartre
P treay eeToen BRL ) =
' Tasgra 4OF B ' p
| Frmetn’ " peracey, Tmal yiwa barawasan g Mg LRI KRy
: - _"—' 5 :,.) :'.'\..f 1'.E T PJQ.». L H ;:;ll wn [ERE ATl Xy ] PraIUrnIong L)
"‘!1}' - lE..:.. ’ ’ o - o
Borsk1m Limy L S p S kST
I'..;'u Irnar e '_;. 5.“.'&- AT LV AR AN e
fapnp TR ’ FEET . ’
1= 2240 ) bl w1
o mrza Tert e
— | Jika sudah selesai mengisi

semuya data SPPB) maka akan
muncul notifikasi SPPB! berhasik
disimpan.

Kemudian PPK mengirimkan
undangan kepada penyedia
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. ' 3

- Petunjok Penggunsan Aplitasi e

Pogadian -

3 Surat Perjanjian

- % Klik button ‘Surat Perjanjian’

pada halaman List SPP8J Non

Form T heriw
oz T
[
T

nArIETE
N
i,
A
AT o sk

SEPL eI e b

L BEFEE

2

s
Penpidy [y o U ot Frszars Persapune Bakumen s i Tender PPK
LERE -
-
T - N N ) R - { Is1 Form Surat perjanjfan
P i | kemudian klik button ‘Simpan’
K tmet T
w3 Eap LT MR e
[P B M AT ke A LR S, S22
AITELY Aty o ’
. T
n_;'.- wnmemn
==t LMD

[

LEVEL LA KT AR TR SATAAS AmAY BLALL BT T

Doteefrrs

L womaFrart

.; b bre gty

| " .:;z:-.xn. .
B
Tz emtee e

ToninArEewa

;e feraiy

LonrETE

DAt

Vs
ey

- R e

FITIE

Frapreadal
AT NSEATH
o

bE 2 2802

FIWRIE

P Boewe, CLitdaners

s nformasic
Kontrak '

-

Bt ksreat

JiT g e
T o

LT L

GATDEE ¥4, FHATET PLT SWET HeGapan

Setelah berhasil disimpan,
maka akan muncul button cetak
dokumen surat perjanjian.
Dokumen yang tefah dicetak
dan ditandatangant kemudian
di-scan untuk selanjutnya di-
upload kembali ke system
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4. Surat Perintah Kerja

EPHHCZ e Faningn eroxrran Dbt L

Tr i n

Klik button ‘SPK’ pada halaman
List SPPBJ Non Tender PPK

L

[EE-MA T BT
C bpsawPurt g ) o -
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gty
e
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iohprne

| faragmer JERAL A PR S
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Janay st Fayvay

EETRTY
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TanpgnFrrergas falega

"

oy ERTTE
boRgmEraFezin

T PrEa,

Isi form surat perintah kerja
kemudian klik button ‘Simpan’
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Ho. Rekening Gank *

Iara Bank . BRI

tdama Pemili: Rekoning »

Dokumen Cetak BPK

Setelah surat perintah kerja
berhasil disimpan, maka akan
muncul button cetak dokurmen.
Dokumen yang telah dicetak
dan ditandatangani selanjutnya
di-scan dan di-upload kembali
ke system

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Wamer t A2
Paket Pekedaan | Lasgganan infemet tobile
Yang bertanda langan dl beanah i |
PPK1

LEMBAGA HEBIJAKAN PENGADAAN BARANGIIASA PEMERINTAH
salanprnya iehul sebagm Pejabat Fembuat Komitran ©

‘i berdasarkan Sural Parjanyian Langganan imemnat Mobile nemor ANSATE2S langgat 15 Janian 2016, bersama
©Ind mesmernintahkan:

. PY. tkpp penyedia 1

1 I Tanmidi Mo 3 RT 15

yang datzm hal ini drazial olah: Julanta

selanitnya disetun sebagal Penyedia Barang,

untuk segera P pekerlaan cengan mamp

16aR Sebagal berut

i Hatga Final : Rp 16.500.003,00

5. Surat Pesanan (Barang)

lika pengadaan barang, maka
PPK mengisikan surat pesanan.

o _ o . R Klik button ‘Surat Pesanan’
Troge | Pemeda Hrga b Bt Pegrrjan 1% UL r Pragman T A
Mol feRknd Faeniienc: ] [ o pada halaman List SPPBRI Non
e o Tender
Klik button ‘Buat Surat
- Pesanan’
o Pexanan ) ) Trrgpal Fasanan )
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Setelah surat pesanan berhasil
disimpan maka akan muncul
_ button cetak dokumen.
Tangra Pepramn Sxpss o DT R e Dokumen yang tetah dicetak

: dan ditandatangani kemudian
di-scan untuk selanjutnya di-
upload kembali ke system

“amzazt Sz ang DierTa

Vaaind Pangyalensan

Aarak: Pemgirmes

i3 Tupt Sesarsn

Frzar ZezErg

- Ty v Delal Pezinan

SURAT PESANAN (SF)
oo : 9856068722
Fake{ Peheracn : Larzganan trieenet Lipks's

~i,m iy .tﬂ:m\ -

b ¥y btetoada tanzan g braatiin
" PEX A
Selrtyuinyd sl sk g Pojatal Pembuwat Komimen,
Evrdasaien Sordt Perarian Lindzanan Inzermet Robie nomear ANSITO2S tanggal 15 Jonear] 2018, wertoma inl merneorionian.
'} PLLIkpp ponyedia 1 ¢ 2. Temidi e 3RT 15
@ YRGS b ini divak f it | SESr |t dis but eetazd Pemyodn Dacang.
ik PIENgEETATR BRap ) dona ET AL ETR S P
1, Enmopfieasy

. Junie Hargng  Unit Velume  Wait?  Veleme?  HargaSatuan  Pajak ¢t} TowlHarga  Heicrangan
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o, formy;

i AN DS AN £an Frirlaan Kok
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ey

Jika pengadaan selain barang,
yaitu konstruksi, konsultasi, dan
jasa kainnya, maka PPK
mengisikan SPMK

Klik button “Simpan’ jika sudah
selesai mengisikan seluruh data
kemudian cetak dokumen
SPMK. Dokumen yang telah
dicetak dan ditandatangani
kemudian di-scan untuk
selanjutnya di-upload kembali
ke sistem

TR N M

+ Uik Penziemiaan

RN RE N EE LR

e 4

SURAT PERINTAH MULAI KERJA {SPMK}

B Horve ]
i Prahel Prearjeds Serdslas Pardboeyg 17y av Data Kok 3030 Fal Pew
v ang BTl o a g Caweh
o Rysumah ppl?
h -t
- L RO B Sl F R Komimen |
Berdbiatan Bl PRt 4 P N0 PE gL B am DRl FLDien 55n Met et EIRTREG tanggat 1 dansan 2087
i Taota T i TR
- PTA
H Ferdpir Timaed Setatar
: Qb T gl A
: BT 41T 45 4 Fitrorta Erang
T 134 4TI ey 1A, BIsD A R Rt 5 Hch AT bt ne bz ban
i LT PUR CAEP R IR PO TN
3 o TRbEen Y
2 PURELAAT T E e S O AT DA 4 R S
, £ Liahy Ponehazsn pebrmg e et osin tod s weeas e D Lesg s 18 Jareid 2015
i 4 D Lrdr bl B Ly N i Eonmla shat dherahan Brrda
K Frr faatl g S bl Aot Tale Yorgh alan L4gar 3 HEn Fonrah srbelin Bl
2 adm higt ek
;: PRAT LTSRS B 2 T SRS L Bl AL

Pilih button ‘Pembayaran’ pada
halaman List SPPBJ Non Tender,
kemudian tsikan data berita
acara serah terima dan berita
acara pembayaran
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; ) T ) T ~7 | Selanjutnya akan muncul form
i o _ | | Berita Acara Serah Terima

' Pekerjaan, isi data berita acara
serah terima. Tanda bintang {*)
pada form wajib diisi

mac: Iatmrat Bz Eila

. Sanan Keva LEKTEADA vES LA P, u‘-u.u BARANS: R PenEAmTAE

i [T Lertags Keslsmn Frngadsn !x':l":.au Wt

ANSaTEDE

e input Berlta Acara || Kemudian isi data berita acara
L e e SR '._-.Sera_hT_El'i_ﬂ‘la'_ |1 pembayaran. Klik button
o)) 'simpan’ jika sudah selesai
mengisikan seluruh data
kemudian cetak dokumen
berita acara. Dokumen yang
telah dicetak dan
ditandatangani kemudian di-
scan untuk selanjutnya
diupload kembali ke system
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Poum paste
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V. PENCATATAN NON TRANSAKSIONAL DALAM APLIKASE SPSE
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V. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN

A. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Barang

Standar Dokumen Pemilihan

- Pengadaan Langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)/
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DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

untuk

Pengadaan

Pejabat Pengadaan pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah:

Tahun Anggaran:
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BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

lkop surat K/L/PDJ
Nomor : [tempat], _ [tanggal] [bulanf ___ [rahun]
Lampiran : T (satu) berkas
Kepada Yth,
di
Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan pada
[K/L/PD] Tahun Anggaran

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan
Nama paket pengadaan
Lingkup pekerjaan :
Nilai total HPS :Rp ( )
Sumber pendanaan : Tahun Anggaran

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat [Ruang, Gedung, Lantal, jalan, dst]
Telepon/Fax :

Website

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Wakitu
a. Pemasukan dan Pembukaan | _ /_ sd._/ sd.
Dokurnen Penawaran
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan /
Negosiasi Harga
C. Penandatanganan SPK /

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi
kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada [K/L/PD]

[tanda tangani

(nama lengkap]
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BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan
Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP)
sebagaimana tercantum dalam LDP,

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3  Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercanturm dalam
LDP.

1.4  Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga sesuai kontrak.

1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP,

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.7  Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.8  Websife  Satuan  Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP,

1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan
cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung,
dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4,1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul

4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer Kkoperasi merangkap sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan  pengadaan di  Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah,

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah scbagai pimpinan dan/atau pengurus badan
usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan
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Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan
Kualifikasi kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
Administrasi/ a.  Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
Legalitas b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Peserta LDF,

c.  Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d.  Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunany);

e.  Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri
atau sewa;

f.  Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan

dirt pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

3} Kartu Tanda Penduduk.

Pakta Integritas;

Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha

tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha

tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan

4} pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai

pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai
pegawal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan
Negara.

=00

5.2 Untuk  peserta perorangan,  persyaratan kualifikasi
administrasi/legalitas meliputi:

a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti

Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keferangan
Domisili Tinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
menandatangani Pakta Integritas; dan
Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam,;

2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang
menjalani sanksi pidana; dan

4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan
Negara.

2.0

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi
Kualifikasi 4. Memiliki pengalaman:
Teknis Peserta 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
terakhir baik di lingkungan pemecrintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak; dan
2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
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kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan
dalam  kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak. :
b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusia dan peralatan yang dibufuhkan dalam proses
penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7.1si Dokumen Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
Pengadaan Undangan Pengadaan Langsung;
Langsung Instruksi Kepada Peserta (IKP);

Lembar Data Pemilihan (LDF);

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;

Bentuk Dokumen Penawaran:

Pakta Integritas,

Formulir Isian Kualifikasi; dan

Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

Sl on P

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran dan Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakita Integritas, dan
Kualifikasi Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen

asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran scbagaimana tercanfum
dalam LDP;
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh : _

a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperast;

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi yang  hama
penerima  kuasanya tercantum dalam  akfa
pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak
tercantum dalam akia pendirian/anggaran dasar,
sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap
dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang
yang sah  dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akia
pendirian/anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh

kantor pusat.
b. Surat Kuasa dari direktur utama/ pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa
{apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang ferdiri dari:

a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan
contoh, brosur dan gambar-gambar;
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b. standar produk yang digunakan;

C. garansi;

d. asuransi (apabila dipersyaratkan);

€. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila
dipersyaratkan);

f. layanan purnajual;

&. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);

h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang

scbagaimana tercantum dalam LDP; dan
identitas (jenis, tipe dan merek).

ks
1

8.4 Dokumen Fenawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);

b. Jumiah fotal harga penawaran;

c. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi
{(apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia
untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan
dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakia Integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh
pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir

4).
E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN
9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Penawaran Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen

Penawaran

11. Evaluasi
Negosiasi
Penawaran

penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung,.

10.2 Pejabat  Pengadaan  memeriksa  kelengkapan  Dokumen
Penawaran, yang meliputi:

Surat penawaran

Surat kuasa (apabila dikuasakan);

Dokumen penawaran teknis;

Dokumen penawaran harga;

Pakta Integritas; dan

Formulir Isian Kualifikasi.

he Do TR

dan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
a.Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,

apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf
4 butir 4);

2) mencanfumkan penawaran harga;

3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang
dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
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tidak melebihi jangka waktu sebagaimana fercantum
dalam LDP,
bJika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat

Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan

mengundang Pelaku Usaha lain.

c¢.Evaluasi Kualifikasi dengan kefentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan
Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan
kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. unsur~unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gugur (pass and fail);

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis scbagaimana terdapat pada
klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

d. Pejabat Pengadaan melakukan Klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita
Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

c. Apabila Klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang
mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Berita  Acara Langsung.
Hasil . .
Pengadaan 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal

sebagai berikut:

tanggal dibuatnya Berita Acara

. Nama dan alamat peserta;

harga penawaran dan harga hasil negosiasi;

unsur-unsut yang dievaluasi (apabila ada); dan
keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila
ada)

G. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

Langsung

oon T

13. Penerbitian 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
SPPB] Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.

13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPB] melakukan review atas laporan
hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan langsung sudah dilaksanakan
sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak.
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14.Penandatangan
-an SPK

13.3

134

13.5

13.6

4.1

14.2

14.3

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka
FPK menerbitkan SPPBJ.

PPK mengirimkan SPPB] kepada calon Penyedia dan
memasukkan data SPPB] pada Aplikasi SPSE.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat
Pengadaan dengan disertai alasan dan buki. Selanjutnya PPK
dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama
terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung,

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai
pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperlukan,

Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2
huruf a butir 4).

UKPBJS KABUPATEN | &



[ S FenpagaE NSy M engacaan Tarang T

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN
Bagian IKP No. Isian Ketentuan
IKP
1. LINGKUP 1.1 Kode RUP:
PEKERJAAN
1.2 Nama paket pengadaan:
1.3 Uraian singkat paket pengadaan:
[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas pekeriaan yang
akan dilaksanakan}
1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:
1.6 Nama Pejabat Pengadaan:
[diisi nama Pejabat Pengadaan, confoh: Pejabat Pengadaan
Sekretariat Utama LKFPFP]
1.7 Alamat Pejabat Pengadaan:
1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
1.9 Websife Aplikasi SPSE
[contoh: Ipse.fkpp.go.id]
2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA

[Satuan Kerja/ Tahun Anggaran
[ditsi sumber dana dan fahun anggaran yang sesuai

dokumen anggaran/
5. PERSYARATAN 5.1.a  Surat Izin Usaha:
KUALIFIKASI feontoh. SIUP, IUI IUMK, dli
ADMINISTRASI/
LEGALITAS 5.1.b  bidang pekerjaan:
PESERTA fisi sesual dengan bidang usaha yang dipersyaratkan

berdasarkan KBLI atau kode wusaha lainnya. contoh:
peternakan, perfanian, perdagangan, ]

8. DOKUMEN 8.2.a Masa berlaku surat penawaran:
II))EK WARAN ( ) hari kalender
KUALIFIRASI [diisi waktu yang diperiukan unfuk proses Pengadaan

Langsung sampar dengan penandatangarnan SPK]

8.3.h Jangka wakiu penyerahan/pengiriman barang:
( ) hari kalender.
[diisi  wakfu yang diperlukan unfuk menyelesaikan
pekerjaan]
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BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Keterangan

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau gambar  diisi oleh Pokja-
Pemilihan berdasarkan Daftar barang yang terdapat dalam rincian HPS
_ yang dl’tetapkan oleh PPK.

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pokja' Pemilihan berdasarkan
spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.

Spesifikasi dapat diuraikan beruipa antara lain:

1. Karakteristik: ukuran, dlmenm, bentuk, bahan, warna, komposisi,

dan lain-lain;

Kinerja: ketahanan efISIGI‘lSl batas pemakalan dan lain-lain;

2.
3. Standar yang dlgunakan SNI , JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;
4, Pengepakan;
5. Cara pengiriman,
6. dan lain-lain
Uraian Barang Spesifikasi
Teknis
dan/atau
Gambar

Satuan

Volume

[Diisi uraian jenis Barang]

[diisi safuan
unit Barang/

Jdisi valunie nntf
Barang]
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BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A.  BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor  : ftempat], [tanggal] [bulan]_ftahun]
lampiran :
Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada K/L/PD]
di
Perihal : Penawaran Pengadaan [ditst nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
[dirsi  nama  pekerjaan]  sebesar  Rp

( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini,

Surat Penawaran beserfa lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

FPenyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Ferorangan/

Nama Lengkap
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B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No Uraian Spesifikasi Satuan Volume Identitas
Barang Teknis Barang vang
dan/atau ditawarkan
Gambar
1. | [Diisi uraian [difsi  safuan | [diisi volune
Jjenis Barang/ unif Barang] | unit Barang/

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga
Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan ifem pekerjaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No Uraian Barang Satuan Volume Jumiah TKDN

Harga

Jumlah (Sebelum PPN)
PPN (10%)
Jumiah fotal setelah PN

Sl I IE O &N B OE a S S EE MR a0 N R B aE S D TR M A 2l
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BAB VI PAKTA INTEGRITAS

[FPakta [ntegritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [fnama wakil sah badan usahaj

Jabatan

Bertindak untuk :  PT/CV/Firma/Koperasi

dan atas nama [pilih yang sesuar dan cantumkan namal

dalam rangka pengadaan pada [isi sesuai dengan K/L/PDJ dengan

ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

{fempat], _ [tanggal] [bulanj [tahuni

[Nama Feserta]

ftanda tangan/,

(nama lengkap]

liabatanf
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[Fakta Integritas Perorangan/

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. identitas : [diisi nomor KTP/SIM/ Paspory

Alamat

Pekerjaan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada

(457 sesuai dengan K/L/PD| dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini,

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[fempat], __ [tanggal] fbulani ftahun]

[Nama Peserta]

[tanda tanganj,

[nama lengkap]
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BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

[nama badan usahal

[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

[diisi sesuai jabatan dalam akta nofaris/

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.

6.

[dilsi nama badan usahal

saya secara hukum Dbertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi
berdasarkan lakfa pendirian/anggaran dasar/suraf kuasa, disebutkan secara jelas
nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasal;

saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawal K/L/PD yang sedang cuti diluar
fanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikuf: “Saya merupakan pegawai K/L/PD yang

sedang cufi diluar tanggungan K/L/FD7,

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang

dihentikan;

data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status

Pusat

Cabang

3. Alamat Kantor Pusat
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax
E~Mail
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Bukti kepemilikan/penguasaan tempat
usaha/kantor

B. Landasan Hukum Pendirign Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a. Nomor :
b. Tanggal
¢. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan/pendaftaran

[contoh: nomor pengesahan Kemenlerian
Hukum dan HAM untuk yang berbentuk
P}

2. Perubahan  Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor
b. Tanggal
¢. Nama Notaris

[eontoh: persetujuan/bukti laporan dars
Rementerian Hukum dan HAM uniuk
yang berbenfuk PT]

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No. Nama nomor Kartu Tanda | Jabatan dalam Badan Usaha
Penduduk (KTF)/
Paspor/Surat
Keterangan Domisili
Tinggal

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama nowor Kartu Tanda | Jabatan dalam Badan Usaha
Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat
Keterangan Domisili
Tinggal

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Surat Izin Usaha . No Tanggal
Masa berlaku izin usaha

Instansi pemberi izin usaha

Kualifikasi Usaha

Klasifikasi Usaha

No. TDP

SIS

E. 1zin Lainnya /apabiia dipersyaratkan]

1.  Surat Izin : No Tanggal

2.  Masa berlaku izin

3. Instansi pcmberi izin
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F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

nomor Kartu Tanda Alamat
Penduduk (KTF)/
No. Nama Paspor/Surat Persentase
Keterangan Domisili
Tinggal
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Bukti laporan Pajak Tahun No tanceal
terakhir (SPT tahunan) o BTES

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) fapabila diperlukan]

- . Tahun
Tgl/bin/thn Tingkat Jabatan dalam Pengalaman Profesi/ s
No Nama lahir Pendidikan pekerjaan Kerja (tahun) keahlian Sc]?i:gk}? v
i 2 3 4 5 6 7 a
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan/
Jenis Kapasitas Merk Tah Kondisi Lokasi Bukti Statu
No. | Fasilitas/Peralatan/ | Jumiah atan oufpuf e Hr oncisl 3 1 uh -fi_s
Perlengkapan pada saat ini dan tipe | pembuatan (%) Sckarang | Kepemilikan
1 2 3 4 8 B 7 - g
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
Tanggal Sclesai
) Kontrak Piiatgg_ Pekerjaan
Nama Femberi a C;E;anll Berdasarkan
No. Paket kelompok | Ringkasan | Lokasi Pekerjaan pelaksa
Pekerjaan (grup) Lingkup naan -
Pekerjaan Nama Alamat/ No/ Nilai | Feketia | gontrak | Serah
Telepon | Tanggal an Terima
(1) @ (3) (4 ) (8) (M &) (9 (10 (11) (12)
1
2
dst
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J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Pemberi Pekerjaan Status . i .
_ Penyedia Kontrak Progres Terakhir
Nama Paket . . dalam
No. Pekerjaan Rll‘pgklz:lslan Lokasi pelaksanaan Kontrak | Prestasi
g up Nama | Alamat/ Pekerjaan No/ Nilai | (Rencana) | Kerja
Pekerjaan Telepon Tanggal J
(%) 96)
1 2 3 4 5 13 7 8 g 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

[tempal], ftanggall [buian} ftakun/

PT/CV/Firma/Koperasi
[pilih yang sesuai dan cantumbkan namaj

(rekatkan meterai Rp 6.000,~
tanda tanganj

(nama lengkap wakif sah badan tsahg)
labatan dalam badan usahaj
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FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas : [diisi dengan no, KTF/SIM/ Paspor]
Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak.

2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah [bagi pegawar
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis
sebagari berikut @ “Saya merupakan pegawai Kemenferian/Lembaga/FPerangkat Daerah yang
sedang cuti diluar tanggungan Negara™},

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat perfentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data~data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama
2. Pekerjaan

Alamat Rumah

3. No. Telepon

No. Fax

Alamat Kantor

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

B, Izin Lainnya /[apabila dipersyaratian]

1. Izin : No Tanggal
2. Masa berlaku izin
3. Instansi pemberi izin

C. Data Keuangan Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun

terakhir Tahun tanggal
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D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan fapabila diperlukani

l Kapasitas
Jenis atau Merk . . .
No.| Fasilitas/Peralatan/ | Jumlah | oufput | dan Taglun KO‘;‘C“SI Lg;‘fw! Buki S_ﬁius
l Perlengkapan pada saat | tipe perbuatan (%) Sekarang | Kepemulikan
ini
l 1 2 3 4 o 6 7 8 9
l I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,
Tanggal Selesai
Kontrak PStah:js. Pekerjaan
rak Pembetri Pekerj enyeala Berdasark
No, | Namal aket kelompok { Ringkasan | Lokasi ciben TeReryman dalam erasarian
Pekerjaan (grup) Lingkup Alamat/ No/ pelaksana | y ;e BA
Pekerjaan Nama | ‘) T 1 Nilai an 0£ " | Serah
epon angga Pekerjaan a Terima
Q) @ (%) ) 6 | ® M (8) @ (10) (D | (12)
1
2
dst
F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
[ i i Status
emberi Pekerjaan Penyedia Kontrak Progres Terakhir
Nama sy dalam
No Paket Ri?r%;ka;an Lokasi pclaksqnaan
' Pekerjaan Pekerj azfn Nama Alamat/ Pekerjaan No/ Nilai Kontrak Prestasi
Telepon Tanggal (Rencana) (%) | Kerja (%)
1 2 3 4 5 6 7 2] 9 10 11

S I T N B A IE NE R EE e e

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikermaudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

ftempat], [tanggall [bulan ftahuni

Penyedia

[rekatkan meterai Rp 6.000,~
tanda fanganj

(nama lengkap)
BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA :
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NOMOR DAN TANGGAL SPK :

Nama PPK:

Nama Penyedia:

NOMOR  SURAT UNDANGAN PENCADAAN LANGSUNG

PAKET PENGADAAN : TANGGAL  SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

SUMBER DANA: [sebggai contoh, cantumkan “dibebankan atas DIPA/DPA
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Konirak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
_ rupiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan [tanda fangan dan cap (jika salinan asii ini untuk
asli inf untuk Fenyedia maka rekatkan | proyek/satuan kerja Pejabat Fembuat Komitmen

meterat Rp 6.000,~ )] maka rekatkan meterai Rp 6.000,- )]
[nama leneka
{nama lengkap] [fabatan]
[japatan]
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.

b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.

¢. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga.
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4. HAK KEPEMILIKAN

a.  PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK.
Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara
optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum
yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan
penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat
mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, refribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruk pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat
lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali
pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
4. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat

Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta
risiko lain yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b.  Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk
dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut discbabkan kesalahan atau
kelalajian berat PPK) schubungan dengan klaim yang timbul dari hai-hal berikuf
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12.

13.

14.

15.

terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan

berita acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atan kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

¢. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut
terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada
pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar,
dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban
untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat
Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap
kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan wakiu pelaksanaan
pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan
hasil pekerjaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut discbabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
mermberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

4. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

c. PPK daiam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
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dengan ketentuan SPK.
f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan
penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada)

berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang
tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian
Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
¢. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera

setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk

memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka wakiu
sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat

mutu dalam jangka wakiu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Serfifikat
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PFK akan melakukan
perbaikan tersebut, Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu

dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

¢. Untuk Kkepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu FPejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan,

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwat;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian fernyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan,

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b.Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan wakiu penyelesaian pekerjaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada FFPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya fambahan waktu akibat
Peristiwa Komperisasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
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19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi schingga penyclesaian pekerjaan akan
melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus
dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan wakiu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

¢. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan fentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelangzaran persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan
benar oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum
dalam program mufu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran
tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana fercantum
dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam,

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan schat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

21, PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan,;
2) pembayaran dilakukan dengan [sisfemn termin/pembayaran secara sekaligusy,
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

¢. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan
pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSFM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan unfuk menunda pembayaran. PPK ddapat meminia penyedia unfuk
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menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka wakiu pelaksanaan
pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban
untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK
(tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhiubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24, LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini, Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

fkop surat K/L/FD]
Nomor : [fempat], __[tanggal}
Lampiran :
Kepada Yth.
di
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor

tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp

( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

fbulan] ___ [tahun]

Pengadaan

tanggal

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hati kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan

dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja
Pejabat Penandatangan Kontrak

ftanda tangan]

[nama lengkapy

liabatan]

NIP :

Tembusan Yth. :

1. [PA/KPA K/L/PD}
2. [APIPK/L/PD]

3. [Fejabat Pengadaan]
......... dst
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[kop surat K/L/PDJ

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor :
Paket Pekerjaan :

Yang berfanda tangan di bawah ini ;

[namna FPejabat Penandatangan Kontrak]

[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]

lalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK ROMOY tanggal , bersama ini
memerintahkan;
fnama Penyedia Barang]

lalamat Penyedia Parang/
yang dalam hal ini diwakili oleh :
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Rincian Barang:

No. Jenis Barang Satuan  Kuantitas  Haiga Total
Ukuran Satuan  Hargal

2. Tanggal barane diterima :

.
’

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama { ) hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal

5. Alamat pengiriman barang :

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak
termasuk PPN),

ltempat], __[tangsal] [bulan] _ [tahun}
Untuk dan atas nama
Penandatangan Kontrak
[tanda tanganj

[nama lengkap]
[iabatan]
NiP:

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama [nama Penyedial
[tanda fangan]

[nama lengkap]
[jabatan]

Senma jenis harga yang tercantum dalam Dafiar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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B. Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Lainnya

Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan

Jasa Lainnya

- Pengadaan Langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]
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DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

untuk

Pengadaan

Pejabat Pengadaan pada:

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah:

Tahun Anggaran:
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DAFTAR ISI

DOKUMEN PEMILIHAN

BAB L. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

BAB [I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A, UMUM
1 LINGKUP FEKERJAAN....
2 SUMBER DaNa........
3. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSL vvvveresssscsmssssesmiesrcsncsassaresassessssrens
4, LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN w.eecneeee.
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI .
5. PERSYARATAN KUALIFIKAST ADMINISTZAST/ LEGALITAS PESERTA covtiercvrescresssersassssssssssnssossasessessansesssantessmesssessmsamesnmens
6. PERSYARATAN KUALIFIKAS] TEXNIS PESERTA..
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG
7. Ist DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG...
D.  PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN .....
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKAST vvvvvvverecevessmeranseceens
E. PENYAMPAIAN DOXUMEN PENAWARAN
9. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN...

E. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI KLARIFIKASi DAN NEGOSIASI
10. PEMBUKAAN FENAWARAN ...

11. EVALUASI DAN NEGOSLAS! PEI\AWARAN

12. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LAN(‘SUNG

F. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SFK.......
13.  PENERBITAN SPPBJ.........
14, PENANDATANGAN~AN SPK...

BAB III. LEMBAR DATA PBI\{ILIHAN (LDP).

R RURE PRERPRY BRI R OGP SO S SRR

BAGIAN IKT ...

1. LINL.KUP PEKERJAAN
2. SUMBER DANA ..
5. PERSYARATAN KUALIFH\ASI ADM[NSISTRASI/ LEGALITAS PESERTA
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASE...

BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ ATAU GAMBAR

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A BENTUK SURAT PENAWARAN...

B. BENTUK DOKUMEN PFNAWARAN TELNIS

C. BENTUK DOKUMEN FENAWARAN HARGA

BAB VI. PAKTA INTEGRITAS.....

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI.

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA ...
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN ... PP

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

B. BENTUK SURAT PERINTAII MULAI KERJA...
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BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

tkop surat K/L/FDJ
Nomor :___ A 20__
Lampiran: 1 (satu) berkas
Kepada Yth,
di
Perihal : Pengadaan langsung uniuk Paket pekerjaan pada

{Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah] Tahun Anggaran

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan langsung paket
Pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan
Nama paket pengadaan
Lingkup pekerjaan :
Nilai total HPS :Rp ( )
Sumber pendanaan : Tahun Anggaran _____

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]
Telepon/Fax :

Website

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
a. | Pemasukan dan Pembukaan | _ /  sd._ / _sd.__
Dokumen Penawaran
b. | Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan /
Negosiasi Harga
c. | Penandatanganan SPK /

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi

kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.,

Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lermbaga/Perangkat Daerah]
[tanda tangan]

...........................

[nama lengkap/
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BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM
1. Lingkup

Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang  dan
Sanksi

4, Larangan
Pertentangan

Kepentingan

1.2
1.3

14
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10

Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Jasa
Lainnya dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP)
sebagaimana tercantum dalam LDP.

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP,

Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka wakiu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis
dan harga sesuai kontrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum daiam LDP.
Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP,

Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban
untuk mematuhi etika penigadaan dengan tidak melakukan tindakan
sebagai berikut:

a.

4.1

4.2

4.3

berusaha mempengaruhi Pgjabat Pengadaan dalam bentuk dan
cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung,
dan/atau peraturan perundang~undangan;

membuat dan/atau  menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Pertentangan kepentingan scbagaimana dimaksud pada klausul

4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap secbagai Pejabat
Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan  pengadaan di  Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah,

b. Pegjabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia.

Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Dacrah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan
usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan
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Negara.
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan wusaha, persyaratan
Kualifikasi kualifikast administrasi/legalitas meliputi:
Administrasi/ a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP.
Legalitas b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Peserta LDP.

c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun pajak terakhir (SPT tahunan).

e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau
sewa.

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

3) Kartu Tanda Penduduk.

Surat Pernyataan Pakta Integritas.

- Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak
sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau
pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara,

=00

5.2 Untuk  peserta  perseorangan, persyaratan  kualifikasi
administrasi/ legalitas meliputi:

a. Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu
Tanda Penduduk (KTP/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggab);

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah

memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir;,
Surat Pernyataan Pakia Integritas.
. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
1} Tidak dikenakana Sanksi Daftar Hitam;
2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan
kepentingan pihak yang terkait;
3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang
menjalani sanksi pidana; dan
4) Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar fanggungan Negara.

oo

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman:
Teknis Peserta 1) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu)

pekerjaan dalam kurun wakiu 1 (satu) tahun terakhir baik di
lingkungan  pemerintah  maupun  swasta, termasuk
pengalaman subkontrak;

2) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup
yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun
waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

3) Nilai pekerjaan sejenis terfinggi dalam kurun wakiu 10
{(sepuluh) tahun terakhir untuk usaha non kecil paling kurang
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sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS,
b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia
dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan
termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7.1si  Dokumen
Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
Undangan Pengadaan Langsung;
Instruksi Kepada Peserta (IKP);

Lembar Data Pemilihan (LDP);

Daftar Kuantitas dan Spesifikasi Teknis;
Bentuk Dokumen Penawaran:

Pakta Infegritas;

Formulir Isian Kualifikasi; dan

Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

S e oo

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen

Penawaran dan
Kualifikasi

8.1 Dokumen Penawaran ferdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Infegritas, dan
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam

LDF;

3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) dirvektur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi, ,

b} penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus  koperasi yang nama
penerima  kuasanya fercantum dalam akia
pendirian/anggaran dasar;

¢} pihak lain yang bukan direkiur utama/pimpinan
perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya
tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran
dasar, sepanjang pihak lain fersebut adalah
pengurus/ karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap
dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang
yang sah dari direkifur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akia
pendirian/anggaran dasar; atau

d} kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa
(apabila dikuasakan);

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dart:

a. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain,
toleransi, material yang  digunakan, persyaratan
pemeliharaan dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan
contoh, brosur, dan gambar-gambar;

b. Metode pelaksanaan pekerjaan,

C. Jenis, kapasitas, dan komposisi dan jumlah peralatan yang
disediakan;

d. Standar produk yang digunakan;
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¢. Garansi;

f.Asuransi;

8. Sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis;

h. Layanan purna jual;

i.Tenaga teknis/terampil;

j-Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP,
k. Identitas (merek, jenis, tipe).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);

b. Jumlah total harga penawaran;

¢. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi
(apabila dipertukan) yang harus dibayar oleh penyedia
untuk  pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya ini
diperhitungkan dalam total harga penawaran,

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir
Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh
pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir
4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Penawaran Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan 10.1 Dokumen Fenawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen
Penawaran penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

10.2 Pgjabat  Pengadaan memeriksa  kelengkapan  Dokumen
Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran;
b. Surat kuasa {apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakfa Integritas; dan
f.Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang

Negosiasi meliputi:
Penawaran a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
C. kiarifikasi dan negosiasi

teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasj :

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,
apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a
butir 4);

2) mencantumkan penawaran harga,

3) jangka waktu berlakunya surat penawaran  tidak kurang
dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum
dalam LDP.

b.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat
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Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan

mengundang Pelaku Usaha fain.

c.Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan
Formulir Isian Kualifikasi, sesuai dengan persyaratan
kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal,
dan mengundang Pelaku Usaha lain,

11.3 Evaluasi Teknis:

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

¢. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gugur (pass and 121,

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang
harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;

¢. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada
klausul 8.3.

fJika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

a. Pejabat Pengadaan melakukan Klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita
Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi,

¢. Apabila Klarifikasi dan negosiasi tidak  mencapai
kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan
Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan
Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12.Pembuatan 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Berita  Acara Langsung.
Hasil
Pengadaan 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal
Langsung sebagai berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara

b. Nama dan alamat peserta;

¢. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;

d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan

e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila
ada).

G. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

13.Penerbitan 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
SPFBJ Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil
Pengadaan Langsung.

13.Z2 PPK sebetum menerbitkan SPPB] melakukan review atas laporan
hasil Pengadaan Langsunsg untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan
sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Kontrak.

UKPBJ KABUPATEN |_¥7|



U Fengataan Langsiny ; Fenganan Jase Layg =

14, Penandatangan
~-an SPK

13.3

134

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka
PPK menerbitkan SPPBJ.

PPK mengirimkan SPPB] kepada calon Penyedia dan
memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan
dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutniya PPK dan Pejabat
Fengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan
pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi
substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta
membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperlukan.

Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2,
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BAB HI. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN
Bagian IKP No. Isian Ketentuan
IKP
1. LINGKUP 1.1 Kode RUP:
PEKERJAAN
1.2 Nama paket pengadaan:
1.3 Uraian singkat paket pengadaan:
[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas
pekerjaan yang akan dilaksanakarnf
1.4 Jenis Kontrak yang digunakan:
ldiisi dengan Kontrak Lumsum/Harga Satuan/Gabungan Lumsum
dan Harga Safuanj
1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:
1.7 Nama Pejabat Pengadaan:
[diisi nama Pejabat Pengadaan, confolt: Fejabat Pengadaan
Sekretariaf Utama LKPF]
1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:
1.9 Website Satuan Kerja/Kemenierian/Lembaga/
Perangkat Daerah:
1.10 Websife Aplikasi SPSE
fcontoh: lpse.lkpp.go.id]
2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA

[Satuan Kerja] Tahun Anggaran
[diisi sumber dana dan tahun anggaran yang sesuai
dokumen anggaran/

5. PERSYARATAN 5.1.a  Surat Izin Usaha:

KUALIFIKASI [fcontoh. SIUF, 1UI, IUMK, dil]

ADMINSISTRASL/

LEGALITAS 5.1.b  bidang pekerjaan:

PESERTA fisi sesuai dengan bidang ussha yang dipersyaratkan

berdasarkan KBLI atau kode usaha lainnya. conioh:
pefernakan, perfanian, perdagangan, dil]

8. DOKUMEN 8.2.a Masa berlaku surat penawaran:
]I;E ENA WA ( ) hari kalender
KUALIFIKASI [diisi waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan
Langsung sampal dengan penandatanganan SPK]
8.3) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: ( ) hari
kalender

[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]
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BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

Keterangan

Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar
Pengadaan berdasarkan daftar pekerjaan yang terdapat dalam rincian HPS yang

ditetapkan oleh FPK.

Spesifikasi teknis dan gambar diisi oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan
spesifikasi teknis dan gambar yang telah ditetapkan oleh PPK.

Spesifikasi dapat diuraikan berupa antara lain;

1. Karakteristik: ukuran, dimensi, bentuk, bahan, warna, komposisi, dan lain~

lain;

Pengepakan;
Cara pengiriman;
dan lain-lain

2N

Kinerja: ketahanan, efisiensi, batas pemakaian, dan lain-lain;
Standar yang digunakan: SNI, JIS, ASTM, ISO dan lain-lain;

diisi oleh Pejabat

No Uraian Pekerjaan Spesifikasi Satuan Volume
Teknis
dan/atan
Gambar
1. [Diisi wraian jenis Idiisi satuan [diisi volume unit
pekerjaan/ unit pokerjaan} wekerjaan]
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BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor : ffempat), __ ftangzgall [bulan]
___ [tahun}
Lampiran
Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada [Kementerian/Lempaga/Perangkat Dacrahf
di
Perihal : Penawaran Pengadaan Idiisi nama peketjaan/
Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: tanggal

, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk = pengadaan
[diisi nama  pekerjaan]  scbesar  Rp
( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan
selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak fanggal surat
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

..........................

Nama Lengkap
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B.  BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No. | Uraian Spesifikast Satuan Volume Identitas yang
Pekerjaan Teknis dan/atau ditawarkan
Gambar
1. [Diisi  wuraian [disi [diisr vofume
Jenis saftan unit
FPekerjaan] unit Fekerjaan]
Pekerjaan}

C.  BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga
Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan ifem pekerjaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No | Uraian Pekerjaan Satuan Volume | Jumliah Harga

Juralah (Sebelur PPN)
PPN (10%)
Jumiah total setelah PPN
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BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Infegritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama i [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan

Bertindak unfuk  : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih  yang sesuai dan
dan atas nama cantumkan namaj

dalam rangka pengadaan pada {151 sesuai dengan K/L/PD) dengan

ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2, Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ltempat], __ ftanggal] [bulan] [tahun]

[Nama Pesertal
[tanda tangan]j,

[nama lengkap/

fjabatan]
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[Pakta Integritas Peroranganj
PAKXTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas : [diisi nomor KTF/SIM/FPaspor]

Alamat

Pekerjaan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada

[isf sesuai dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa:

5. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

6. Akan melaporkan kepada PA/KPA/AFIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

7. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan; dan

8. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ltempat], __{tanggal] fbuian] [tahunj

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkapl
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BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFTKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [fnama badan usahal

No. Idenfitas : [diisi dengan no. KTF/SIM/Fasporf
Jabatan : [diisi sesuaf jabatan dalam akéa nofaris]
Bertindak untuk : fdiisf nama badan usahaf
dan afas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1.

6.

saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan
lakta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas
nomor dan fanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasal,

saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah ditulis sebagai berikut @ “Saya merupakan
vegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah yang sedang cufti diluar tanggungan
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Dacrah”},

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak

dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

data~data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Siatus Badan Usaha : Pusat Cabang

3. Alamat Kantor Pusat
No. Telepon
No. Fax
E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang

No. Telepon
No. Fax
E~Matil
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usaha/kantor

Bukti  kepemilikan/penguasaan  tempat

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

a. Nomor
b. Tanggal
¢. Nama Notaris

Pry

1. Akia Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

d. Nomor Pengesahan/pendaftaran

[eontoh: nomor pengesahan Kemenferian
Hukum dan HAM uniuk yvang berbentuk

a. Nomor
b. Tanggal
¢. Nama Notaris

2. Perubahan  Terakhir
Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

Akta  Pendirian

{confol: persetyfuan/bukti laporan dari
Kementerian Hukum dan HAM unfuk
yang berbentuk P/

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris unfuk Perseroan Terbatas (PT)

No. Nama

nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat
Keterangan Domisili

Tingeal

Jabatan dalam Badan Usaha

2. Dircksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama

nomor Kartu Tanda
Penduduk (KTF)/
Paspor/Surat
Keterangan Domisili
Tinggal

Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan {TDP)

1. Surat Izin Usaha No, Tanggal
Z. Masa berlaku izin usaha
3. Instansi pemberi izin usaha
4.  Kualifikasi Usaha
5. Klasifikasi Usaha
6. No. TDP
E. Yzin Lainnya [apabila dipersyaratkan]
1. Surat Izin No, Tanggal
2. Masa berlaku izin
3. Instansi pemberi izin
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1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

nomor Kartu Tanda Alamat
Fenduduk (KTP)/
No. Nama Paspor/Surat Persentase
Keterangan Domisili
Tinggal
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Bukti laporan Pajak Tahun No. tanggal

terakhir (SPT tehunan)

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabiila diperiukan]

. . Tahun
Tgl/bln/thn Tingkat Jabatan dalam Pengalaman Profesi/ g
No Nama lahir Pendidikan pekerjaan Kerja (tahun) keahlian Se]??iikl?t/
1 2 3 4 5 6 7 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperiukan]
Jenis Kapasitas
No.| Fasilitas/Peralatan | Jumlah atau ontput Merk Tahun Kondisi Lokasi Bukti Status
N Perlengkapan pada saat dan tipe | pembuatan (%) Sckarang | Kepemilikan
ini
1 2 3 4 5 7 <] 9
I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir
Tanggal Selesai
X Kontrak P Stat‘uds : Pckerjaan
Nama Pemben 311{ cdia Berdasarkan
No. Paket | kelompok | Ringkasan | Lokasi Pekerjaan clzkiglna
Pekerjaan | (grup) Lingkup P an
Fekerjaan Alamat/ No/ .+ + | Pekerjaan BA
Nama | o {Tangg | Nilai J Kontrak | Serah
P al Terima
(D (2) (3) (4) (5) (6) (7N (8) ) (10) an (12)
1
2
dst

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
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i j Statu
Pemberi Pekerjaan Penr;casia Konirak Pragres Terakhir
vo.| N | ingan | 1ok dam
0. aket Lokasi 5

Pekerjaan Lingkup Alamat P;Ltsa_::zh No/ o Kontrak Prestasi
Pekerjaan Nama |/ T T | Nilai (Rencana) | o5 o
Telepon angea (%) cr)a (%

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

[tempat], [taniggall

PT/CV/Firma/Koperasi

(rekatkan meteral Rp 6.000,-

tanda tangan/

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usahal

[buian] [tahun]

[pilih yang sesuai dan cantumbkan namaj
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FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas : [diisi dengan no. KTF/SIM/Faspor]
Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak.

2, saya bukan sebagai pegawal Kemenferian/Lembaga/Perangkat Dacrah [bagi pegawai
Kementerian/Lembaga/ Perangkat Dacrah yang sedang culi difuar fanggungan Negara ditulis
sebagal berikuf : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkaf Dacral yang
sedang cull diluar tanggungan Negara™},

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A, Data Administrasi

1. Nama
2. Pekerjaan

Alamat Rumah

3. No. Telepon

No. Fax

Alamat Kantor

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

B. lzin Lainnya fapabila dipersyaratkanf

1. lzin : No Tanggal
2. Masa berlaku izin
3. Instansi pemberi izin

C. Data Keuangan

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Bukti laporan PFajak Tahun : Tahun tanggal
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( terakhir
D. Data Fasilitas/Peralatan/FPerlengkapan [apabila diperiukan]
Kapasitas
Jenis atau Merk - . .
qag Tahun Kondisi | Lokasi | Bukfi Status
No.| Fasilitas/Peralatan/ | Jumlah | oufput dan o o
Perlengkapan pada saat | tipe pembuatan (%) Sekarang | Kepemilikan
int
1 Z 3 4 5 6 7 8 9
E. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
Tanggal Selesai
Pemberi Kontrak Status Pekerjaan
Nama Pekerjaan Penyedia Berdasarkan
No. Paket | kelompok | Ringkasan | Lokasi No/ dalam oA
Pekerjaan TUp) Lingku Y . I pelaksana
Grup Pekegrjaé)n Nama ,‘;i ?’;1;;/ Tangg | Nilai P Kontrak | Serah
Pekerjaan Terima
(1 @) () ) 6 | ® @) @ | O (10) an | a2
1
2
dst
F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Pemberi Status . . .
Nama Pekerjaan Penyedia Kontrak Progres Terakhir
No. Paket Ringkasan Lokasi Alamat dalam / Kontrak .
Pekerjaan | Lingkup Nama | / pelaksanaan No Nilai (Rencana) Frc_s’ralsl
Pekerjaan Telepon Pekerjaan Tanggal ©5) Kezja (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika
dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam,

digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penyedia

[tempat], ftangeal] [buiant

[rekatkan meferai Rp 6.000,~
tanda tangan]

(nama fengkap)

[tahuni

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

lkop surat satuan kerja Fejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :
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NOMOR DAN TANGGAL SPK :

Nama FPPK:

Nama Penyedia:

NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:

PAKET PENGADAAN : TANGGAL  SURAT  UNDANGAN  PENGADAAN  LANGSUNG:

NOMOR BERITA ACARA HASIL FENGADAAN LANGSUNG:

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebggal contoh, cantumbkan ”dibebankan atas DIPA/DFA Tahun
Anggaran unfuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah).

Jenis Konfrak

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( ) hari kalender

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan ltanda tangan dan cap (fika salinan asli inf untuk
asli ini untuk Penyedia maka rekatkan proyek/satuan Kerja Pefabat Fembuat Komitmen

meferai Rp 6.000,~ )] maka rekatkan meteral Rp 6.000,~ )]
[nama lengkap]
[fnama Jengkap/ [jabatan]
[fabatan]
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
wakiu vang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKUJ
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK
a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhiead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

4. HAK KEPEMILIKAN
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a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tefap
pada FFK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara
tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan
penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu.
Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mergen atau akibat lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Kerja.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan
diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada
PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia
dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah

Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,
pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b.  Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal~hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

lain.
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b.  Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasii pekerjaan
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c.  Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d.  Kehilangan atau kerusakan ferhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja
sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia
atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat
tindakan atau kelalaian penyedia.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia.

PENGU]JIAN

Jika PPK atan Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan
hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk
menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka
uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan wakiu pelaksanaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b.  Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas
Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan.

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

¢. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

b.  Sebelum dilakukan serah ferima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

¢.  PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya, atas perintah PPK,

¢.  PPK menerima hasil pekerjaan setelah seturuh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SFK.

f.  Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan
penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
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untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara kerja. _

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.

PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera
setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi beriaku.

Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan
perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau
penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

a.

b.

SPK hanya dapat dinbah melalui adendum SPK.

Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti

Pelaksanaan Kontrak.

18, PERISTTWA KOMPENSASI

a.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai
Jjadwal yang dibutuhkan;,

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian iernyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebeiumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka FPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan dafa penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan wakiu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui

tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara ftertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

UKPBJ KABUPATEN {4




VT Fenganaa Langsing | Fengalaan Jasa Laipnya=

] .
Beeim iyl

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

Z20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.

b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

¢.  Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia,

d.  Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesual dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK,

¢.  Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f.  Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan

ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran
secara sekaligusj,

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b.  pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

¢. PFK dalam kurun wakfu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. Dbila ferdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia uniuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan,

2Z. DENDA
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c. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka wakiu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari /nilai SPK atau dars
nilar bagian SPKJ (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

d. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau inferpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka persclisihan akan diselesaikan melatui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Z24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISH
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SFK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/FDJ
Nomor ; o 20__
Lampiran :
Kepada Yth.
di
Ferihal : Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan
Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tangzal
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp
( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja
Pejabat Penandatangan Kontrak

ltanda tangan]

[nama leneka

[jabatan]

NIP:

Tembusan Yth. :

1. [PA/KFA K/L/PD]
2. [APIP K/1./PDJ

3. [Pejabat Pengadaan]
......... dst
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B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/FPD]
SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor:
Paket Pekerjaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]

[jabatan Pojabat Penandatangan Konfrak]

lalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama ini
memerintahkan:

[rnama Fenyedia Jasa Lainnya]
[alamat Penyedia Jasa Lainnyal

yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1.

Paket pengadaan: ;

2. Tanggalmulaikerja:
3.
4

Syarat-svarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

. Waktu penyelesaian: selama L ) hari kalender dan pekerjaan harus

sudah selesai pada tanggal

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai
SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK,

[tempat], _ [tanggal] [bulan] __ [tahunj

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

{tanda tangan]

fnama lengkap/
[fabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedial

[tanda tanganj

[nama lengkapl
[iabatan]
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Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi Badan
Usaha

Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan
Jasa Konsultansi
Badan Usaha

~ Pengadaan Langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SFK)J
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DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan Langsung

untuk

Pengadaan

Pejabat Pengadaan pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tahun Anggaran:
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BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
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DAFTAR ISI

4

5

A. UMUM 5
1 LINGKUF PEKERJAAN, wa D

2 SUMBER DANA.......cccvee B
3. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKS o eecevevserresrereeeescssssmsaneeeeeareeeeens e B

4 LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN ..oceceececverereerrereesssessessesseseensesescesass ... B
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI.... 6
53 PERSYARATAN KUALIFIKAST ADMINISTRAS!/ LEGALITAS PESERTA w.comvevervreasrersrssrens e O

o. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS PESERTA. .6
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG... 7
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D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN w7
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9. PENYAMPAIAN DOKUMER PENAWARAN 1o1tvtisistissietisssessssssreramesmessssnessasnessessensessesssssssasssssesstossnssnsesssmmes sommememenmesrones 9
10. PEMBUKAAN FENAWARAN ... .- e B
1t. EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN SO U U OO O SUPRUUUPUREPOUUURITEPRPR - |
12. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG .................. .10
13. PENERBITAN SPT'BJ.... .10
14. PENANDATANGAN~ AN SPK ............ . 10
BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) 11
BAGIANIKT ... e reaeeIEEEYeeEESTYTSIESEEYSTI AT SahAba AT ahbnanannnners e R b rEsasnnnras |
1. LINC‘KUP PEKERIAAN ................. .11

2. SUMBER DANA .. w11
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIRAS] .ccveitiresirissessssssnsassanreseassessnssenes 11
BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) i2
I. LaTar BELAKANG... - 12

2. MAKSUD DAN TUJUAN.... 12
3, SASARAN ..ottt ircirrrrrerassssssssssasatts st s s b e e e gt e eeesnrnnanns sessrsnns 12
4, LOKASI KEGIATAN 12

5. SUMBER PENDANAAN A2

6. NAMA DAN QORGANISASI TEJABAT PEMBUAT I\ommw A2

7. DaTta DASAR ... A2
8. STANDAR TEKNIS...... e bt ean L et Eeterie R EEY R RS AT b Y eeea e oS 1A b ae e e RN 1 ba e e dedesnreessansmrmnnnre |2

2, STUDI=STUDI TERDAHULU . c.vsieceitreeteesinsessses saeseasesssessssensrassabosisssissssssassass ssassssss sasessss ssssas 1sseesbesresensaseesaseessenmmemenes 1 20
i0. REFERENSI HUKUM......c..oreeeecrrvecnnrsrnnrscrsrssessnres 12
11. LINGKUP KEGIATAN, .. A2
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BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

fkop surat K/L/FD]
Nomor
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di

Perihal : Pengadaan langsung untuk Paket pekerjaan pada
[KAL/PD] Tahun Anggaran

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

3. Paket Pengadaan
Nama paket pengadaan
Lingkup pekerjaan :
Nilai total HPS 'Rp ( )
Sumber pendanaan : Tahun Anggaran ____

4. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat [Ruang, Gedung, Lantal, Jalan, dst]
Telepon/Fax
Webstte

Sandara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, feknis dan harga, secara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegziatan Hari/Tanggal Wakitu
d. Pemasukan dan  Pembukaan | __/ sd.__ /__ sd.__
Dokumen Penawaran
e. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan /
Negosiasi Harga
f. Penandatanganan SPK /

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih Ilanjut, dapat
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Fejabat Pengadaan pada IK/L/FD]

[tanda tanganj

[nama lengkap]
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BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A.UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang dan
Sanksi

4. Larangan

Pertentangan
Kepentingan

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan
Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadan
(RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.

Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

Uraian singkat paket pengadaan scbagaimana tercantum
dalam LDP.

Jenis kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka wakiu berdasarkan ketentuan vang
terdapat dalam konirak dengan mutu sesuai Kerangka
Acuan Kerja dan harga sesuai kontrak.

Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana fercantum dalam
LDP.

Alamat Pejabat Pengadaan scbagaimana tercantum dalam
LDP.

Website Satuan  Kerja/Kementerian/lLembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP,

Websife Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang fterkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagai berikut:

C.

4.5

4.6

berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk
dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung,
dan/atau peraturan perundang-undangan,;

membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya,
menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada

angka 4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan
atau menjalankan badan usaha Penyedia.

Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus
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badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.

H. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
Administrasi/ b. Memiliki bidang peketjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
Legalitas ¢. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Peserta d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan

tahun pajak terakhir (SFT tahunan);

e. Mempunyai atau menguasai fempat usaha/kantor dengan
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau
sewa;

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri

pada Kontrak yang dibuktikan dengan:

1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;

2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

3) Kartu Tanda Penduduk.

Pakta Integritas;

Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkuian berikut pengurus badan usaha tidak
sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

3) vang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana,

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai pegawai
Kementerian/lembaga/Perangkat Daerah yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

=0

6. Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Kualifikasi Badan Usaha, meliputi:
Teknis Peserta  a. Memiliki pengalaman:

1) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu)
pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak;

2) Pekerjaan yang serupa (similar) berdasarkan jenis pekerjaan,
kompieksitas  pekerjaan, metodologi, teknologi, atau
karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan,
paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun
swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan

3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun tferakhir paling kurang sama dengan 50%
(lima puluh persen) nilai total HPS,

b. Memiliki sumber daya manusia:
1) Manajerial; dan
2) tenaga kerja (jika diperlukan).

¢. Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (ika
diperlukan).

. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Ist Dokumen Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
Pengadaan a. Undangan Pengadaan Langsung;
Langsung b. Instruksi Kepada Peserta (IKP),
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Lembar Data Pemilihan (LDP);
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Bentuk Dokumen Penawaran:
Pakta Integritas;

Formulir Isian Kualifikasi; dan
Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

SR e Ao

J. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,
Penawaran dan Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
Kualifikasi Formulir Isian Kuwalifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap

dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
4. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
1) tanggal,
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam

LDP,

3) harga penawaran {dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) direktur utama/pimpinan perusahaan;

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/yang nama  penerima  kuasanya
tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam
akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain
tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan
yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang
sah dari direkfur utama/pimpinan perusahaan
berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbenituk
badan usaha terdiri dari.
a. Unsur pengalaman perusahaan, vang terdiri dari sub
unsur:
1) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis;
2} Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama,
3) Pengalaman manajerial;
4) Nilai pengalaman mengelola kontrak;
5) Kemampuan menyediakan tenaga ahli tefap (apabila
diperlukan); dan
6) Kemampuan menyediakan fasilitas ufama (apabila
diperlukan).
b.  Unsur proposal teknis, yang terdiri dari sub unsur :
1) Pendekatan teknis dan metodologi:
a) Pemahaman atas lingkup pekerjaan yang
tercantum dalam KAK;
b) Kualitas metodologi yang menggambarkan:
(1) Ketepatan Analisa yang disampaikan dan
langkah pemecahan yang diusulkan
(2) Inovasi
(3) Dukungan data
2) Rencana ketja:
a) Program kerja;
b) jadwal kerja, dan

UKPBJ KABUPATEN [ 425




r“""_“- DUF PERgEHaET E SOy FENgaresn Jasa ROASILas) Laden tsan =

84

8.5

c) jangka wakiu pelaksanaan.

3) Organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli:
a) Uraian tugas;
b) Organisasi,
¢) fasilitas penunjang;dan
d) jadwal penugasan.
4) Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub
unsur :
1) Tingkat pendidikan;
2) Pengalaman profesional;
3) Sertifikasi profesional; (apabila diperlukan)
4) Penguasaan bahasa asing; (apabila diperlukan)
5) Penguasaan bahasa setempat (apabila
diperlukan)
6) Pengenalan Penguasaan situasi dan kondisi di
lokasi pekerjaan setempat (apabila diperlukan),

Dokumen Penawaran Harga berupa Rincian harga
penawaran yang terdiri dari:

a. Rekapitulasi penawaran biaya;

b. Rincian biaya langung personel (remuncration);

c. Rincian biaya langsung non-personel.

Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan
Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada
klausul 8.2 huruf a butir 4).

K. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian
Pokumen
Penawaran

Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Langsung

L. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan

Penawaran

11. Evaluasi dan
Negosiasi
Penawaran

10.1

10.2

11.1

11.2

Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen
penawaran scsual jadwal dalam Undangan Pengadaan
Langsung.

Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen
Penawaran, yang meliputi:

4. Surat penawaran

b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);

¢. Dokumen penawaran ieknis;

d. Dokumen penawaran harga;

e. Pakta Integritas; dan

f.Formulir Isian Kualifikasi.

Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:

4. evaluast administrasi dan kualifikasi;

b. evaluasi teknis; dan

c klarifikasi dan negosiasi

" teknis dan harga.

Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

&. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2
huruf a butir 4);
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12. Pembuatan
Berita Acara
Hasil
Pengadaan
Langsung

2) mencantumkan penawaran harga;

3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang
dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum
dalam LDP.

b. Jika peseria tidak memenuhi persyaratan administrasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain,

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;

2) Evaluast kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas
dan Tormulir Isian Kualifikasi, sescuai dengan
persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis ;

4. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi.

b. unsur~unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di KAK.

¢. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gugur (pass and farl).

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan feknis minimal
yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK.

e. Penilaian syarat feknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada
klausul 8.3.

fJika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain,

11.4 Kiarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

12.3

124

a. Pejabat Pengadaan melakukan Klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat
Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

c. Apabila Klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang
mengundang Pelaku Usaha lain.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-

hal sebagai berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara;

b. Nama dan alamat peserta;

. harga penawaran dan harga hasil negosiast;

d. unsur~unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan

e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila
ada).

M. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan
SPPBJ

13.1

13.2

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung.

PPK sebelum menerbitkan SPPB] melakukan review atas
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14.Penandatangan
-an SPK

13.3

134

13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:

a. bahwa proses Perigadaan Langsung sudah dilaksanakan
sesuai prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan unfuk
melaksanakan Kontrak.

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka
PPK menerbitkan SPPBJ.

PPK mengirimkan SPPB] kepada calon Penyedia dan
memasukkan data SPPB] pada Aplikasi SPSE.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat
Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK
dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama
terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasii pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf
serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:

1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa
konsultansi; dan

2) SPK  asli kedua untuk penyedia jasa konsultansi
dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani
oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperlukan.

Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2
huruf a butir 4).
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BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDF)

Bagian IKP
1. LINGKUP
PEKERJAAN

2. SUMBER DANA

8. DOKUMEN
PENAWARAN
DAN
KUALIFIKASI

LEMBAR DATA PEMILIHAN

No. IKP Isian Kefentuan

1.1 Kode RUP:

1.2 Nama paket pengadaan:

1.3 Uraian singkat paket pengadaan;
[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas pekeryaan yang
akan dilaksanakan]

1.4 Jenis Kontrak vang digunakarn:
[diisi dengan Kontrak Lumsum/Wakiu Penugasan]

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:

1.7 Nama Pejabat Pengadaan;
[diist nama Fejabat Pengadaan, confoh : Pejabat Fengadaan
Sekretariat Utama LKFF]

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:

1.9 Website  Satuan  Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah:

1.10 Website Aplikasi SFSE
[contoh: Ipse.fkpp go.id]
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA
— [Satuan Keria] Tahun Anggaran
[diisi sumber dana dan tahun anggaran yang sesuai dokumen
anggaran]

8.2a Masa berlaku surat penawaran:

( ) hari kalender
[diisi waktu yang diperlukan untuk proses Pengadaan
Langsung sampai dengan penandatanganan SPK]
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BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan?

1. Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Sasaran - -

Ll

Lokasi Kegiatan

5. Sumber Pendanaan  Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:

6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
Organisasi Pejabat
Pembuat Komitmen  Satuan Kerja:

Data Penunjang?

7. Data Dasar

8. Standar Teknis - —

9. Studi-Studi
Terdahulu

10. Referensi Hukum S

Ruang Lingkup

11. Lingkup Kegiatan

12. Keluaran®

13. Peralatan,
Material, Personel
dan Fasilitas dari
Pejabat Pembuat
Komitmen

14. Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa
Konsultansi

15. Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa — U

16. Jangka Waktu

1 Uraian Pendahuluan memual gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2z Data penunjang terdiri dari data yang berkailan dengan pclaksanaan pckcr]aan.
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
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Penyelesaian
Kegiatan SO
17. Personel Posisi Kualifikasi Jumlah
Orang Bulan4
Tenaga Ahli;
18. Jadwal Tahapan
Pelaksanaan
Kegiatan
Laporan
19. Laporan Laporan Pendahuluan memuat:
Pendahuluan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ ( )

hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ( )
buku laporan.

20. Laporan Bulanan  Laporan Bulanan memuat:
Laporan harus diserahkan selambat-lambainya: __ ( }
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak
( ) buku laporan.

21, Laporan Anfara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan:

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: ___ )
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak
( ) buku laporan.

22, Laporan Akhir Laporan Akhir memuat:
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ )
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __
( } buku laporan dan cakram padat (compact disc)

(jika diperlukan).
Hal-Hal Lain
23. Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
Pengumpulan berikut:

Data Lapangan

24, Alih Pengetahuan  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk
menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat
Pembuat Komitmen berikut:

4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicanfumkan.

UKPBJ KABUPATEN |31



1'_" OO FERyROas LEngs Uy T P engAYaan S5 RONSIINST Bagan Usang T

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
A.  BENTUK SURAT PENAWARAN

[Rop Surat]

Nomaor
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaanpada ____ [K/L/PD]

di

Perihal : Penawaran Pengadaan {diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
[ditst  nama  pekerjaan]  sebesar  Rp
{ ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung unfuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka wakiu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( } hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan funduk pada semua ketentuan yvang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi]

Nama Lengkap
Jabatan
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B.

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN (Form T-1)

DATA ORGANISASI { PT/CV/Firma/Koperasi]

[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenar latar belakang
dan organisasi peserfa dan penanggung jawab yang difugaskan untfuk mengelola
pekerjaan jasa konsultansi inij.

2. BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR
(Form T-2)

Form T-2 ini digunakan untuk mencantumkan pengalaman kerja sejenis 10
(sepuluh) tahun terakhir.

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No. Nama Paket Pekerjaan Tahun Nilai Instansi Pengguna

1 2 3 4 B

Keterangan isi kolom :

Nomor urut

Nama paket pekerjaan
Tahun

Nilai kontrak pekerjaan
Nama instansi pengguna jasa

Gr R b=

UKPBJ KABUPATEN | 423




(T R FeRgRdaaN LS Fenyaraan Jasa Konsiens Hanan Yseng = T

3.  BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form T-3)

Form T-3 ini digunakan untuk menguraikan masing-masing pengalaman yang
dicantumkan dalam Form T-2.

URAIAN PENGALAMAN KERJA
10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR

1. Pengeuna Jasa

2. Nama Paket Pekerjaan

3. Lingkup Produk Utama

4. Lokasi Kegiatan

5. Nilai Kontrak

6. No. Kontrak

7. Waktu Pelaksanaan

8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) :
Alamat :
Negara Asal

9. Jumlah tenaga ahli: Tenaga Ahli Asing ____ Orang Bulan
Tenaza Ahli Indonesia __ Qrang Bulan

10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli
Asing Indonesia
a. (nama perusahaan) Orang Bulan Orang Bulan
b. (nama perusahaan) Qrang Bulan __ Orang Bulan
¢. (nama perusahaan) Orang Bulan Qrang Bulan
d. (nama perusahaan) Orang Bulan Orang Bulan
dst.
Tenaga ahli tetap yang terlibat:
Posisi Keahlian Jumlah Orang Bulan
a.
b.
c,
d.
€.
dst.
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4. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN
PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK (Form T-4)

A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

[canfumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan ferhadap
Kerangka Acuan Rerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan
Jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau
menambahkan kegiatan lain, atay mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda.
Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]

B. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/TFASILITAS PENDUKUNG DARI
PPK

[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personel/fasilitas pendukung oleh
PPK sesual dengan Dokumen Seleksi ini meliputi antara lain (jika ada): dukungan
administrasi, ruang Kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]

5. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA (Form T-5)

[Pendekatan teknis, mefodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran
Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detail penawaran teknis (misalnya 50 (lima
pulub) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab
berikut:

a} Pendekatan Teknis dan Metodologi,
b) Rencana Keyja, dan
¢) Organisast dan Rencana Penggunaan Tenaga AhlL,

a) Pendekafan Teknis dan Metodologl. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta
terhadap fujuan kegiatan, lingkup serfa jasa konsuitansi yang diperlukan, metodologi
kerja dan uraian detil mengenar keluaran. Feserta harus menyorofi permasalahan yang
sedang dicarikan jalan keluarnya, dan memnjelaskan pendekatan feknis yang akan
diadopsi  untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan
metodologi yang diusullkan dan kesesuaian metodologi fersebuf dengan pendekatan
yang digunakan.

b) Rencana Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan,
substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan ketferkaitannya, farget (fermasuk
persefujuan sementara dari Fejabat Pembuat Komitmen), dan langgal jafuh femipo
penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan
pendekatan feknis dan mefodologi, dan menunjukkan pemahaman ferhadap Kerangka
Acuan Kerja dan kemampuan untuk menctjemahkannya ke dalam rencana kerja.
Daftar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicanfumkan. Progran
kerja Ini harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenal Jadwal Pelaksanaan
Pekeryaan.

¢) Organisasi dan Rencana Fenggunaan Tenaga Ahli. Dalam bab ini usulkan striuktur dan
komposisi tim. FPeserta harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, fenaga
ahii inti sebagal penanggung jawab, dan fenaga pendukung.
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6. BENTUKJADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (Form T-6)

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

. Bulan ke~
1
No. Kegiatan 1 2 3 4 5 n
1
2
8
4
5
h
Keterangan:

! Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan,
laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memetrlukan persetujuan Pejabat
Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti
penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara
terpisah berdasarkan tahapannya

“ Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok.
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7.  BENTUK DAFTAR REWAYAT HIDUP PERSONEL YANG DIUSULKAN (Form T-7)

Daftar Riwayat Hidup

Posisi yang diusulkan

Nama Personel

Tempat/Tanggal Lahir
Pendidikan (Lembaga
pendidikan, tempat dan tahun
tamat belajar,dilampirkan
rekaman ijazah)

5. Pendidikan Non Formal

Penguasaan Bahasa :
a. Bahasa Indonesia
b. Bahasa Inggris

c. Bahasa Setempat

bl e

7. Pengalaman Kerja!
Tahun ini
Nama Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Pengguna Jasa
Nama Perusahaan
Uraian Tugas
Waktu Pelaksanaan
Posisi Penugasan
Status Kepegawaian pada
Perusahaan
Surat Referensi dari
Penigguna Jasa
Tahun _____
Nama Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Penggzuna Jasa
Nama Perusahaan
Uraian Tugas
Waktu Pelaksanaan
Posisi Penugasan
Status Kepegawaian pada
Perusahaan
Surat Referensi dari
Pengguna Jasa

SN e s T

el
.

S O a0 B

-
.

Keterangan:
1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna

jasa yang bersangkutan.

Pernyataan:
Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
b. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam
proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya fidak bisa
melaksanakan tugas;

Saya berjanji melaksanakan semua penugasarn; ‘

Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Saya akan memenuhi semua ketentunan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

oo
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Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya
diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah
dipekerjakan.

Mengetahui: Yang membuat pernyataan,

[nama Penyedia fasa Konsultansif

(__
[nama jelas wakil sah] | G

[nama jelasj
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8.  BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (Form T-8)

KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

(DAFTAR PERSONEL)
Tenaga Ahli
(Personel Inti)
. . . . mlah
Nama Tenaga Ahli Lingkup Posisi Uraian Ju )
Persorel Perusahaan Lokal/Asing Keahlian Diusulkan Pekerjaan (I;:x?;‘r%
Tenaga Teknis/ Analis/Pendukung
(Personel lainnya)
, . .. . lah
Nama Tenaga Ahli Lingkup Posisi Uratan Jum
Personel Perusahaan Lokal/Asing Keahlian Diusulkan Pekerjaan glrl?:l’%
9. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI (Form T~9)
JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
Masukan Personel (dalam bentuk diagram balok)>
Nama Orang Bulan
No. Personel rang
1 [2]3J4a]5]6]7[8[92[10[11{12]|n
Nasional
1
2
fl
Subtotal
Asing
i
2
n
Subtotal
Total

Masukan Paruh-Wakiu

Masukan
Penuh-
Waktu

5  Masukan personel dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.
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C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

1. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA (Form B-1)

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No. Uraian Total Harg,
(Rp)

I Biaya Langsung Personel

I Biaya Langsung Non-Personel
Sub-total N
PPN 10%
Total

Terbilang;

2. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (Form B-2)

RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL

g, Orang Remunerasi Jumlah
Nama Personel! Posisi Bulan (Rp) ®p)
Tenaga Ahli
1 O ———
N D e e
3 [ —
4 J— - -
5 — —
Tenaga Pendukung
1 P ——
2 [
3 R
4 SO—— -
T
Total Remunerasi
Keterangan:

1. Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama persorel; untuk Tenaga
Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.
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3.

BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3)

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONEL

(DIRECT REIMBURSEABLE COST)

Jenis Biaya

Uraian Biaya

Satuan

Volume

Biaya! (Rp)

Jumiah
(Rp)

Biaya Kantor

Biaya Sewa
Kantor

Biaya Pemeliharaan Kantor

Biaya Komunikasi

Biaya Peralatan Kantor

Biaya Kantor Lainnya

Biaya
Perjalanan

Dinas

Biaya Tiket

Uang Harian

Perjalanan Darat

Biaya Dinas

Lainnya

Perjalanan

Biaya Laporan

Laporan Pendahuluan

Laporan Antara

Laporan Akhir

Laporan
Seminar

Penyelengaraan

Biaya Laporan Lainnya

Biaya Lainnya

SuR NS MBS GBN OB GID WA B S e

Keterangan: ‘
Untuk Kontrak Berdasarkan Wakfu Penugasan Biaya langsung non-~personel dibayarkan berdasarkan
jenis pengeluaran non-personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengetuaran (af cos, harga

satuan, atau lumsum.
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4. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3)

RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONEL
(DIRECT REIMBURSEABLE COST)

Jenis Biaya Uraian Biaya Satuan Volume Biaya! (Rp) Ju(r:;:;h

Biaya Kantor | Biaya Sewa
Kantor

Biaya Pemeliharaan Kantor

Biaya Komunikasi

Biaya Peralatan Kantor

Biaya Kantor Lainnya

Biaya
Perjalanan Biaya Tiket

Dinas

Uang Harian

Perjalanan Darat

Biaya Perjalanan Dinas

Lainnya o o

Biaya Laporan | Laporan Pendahuluan

Laporan Antara

Laporan Akhir

Seminar )

Biaya Laporan Lainnya

Biaya Lainnya

Keterangan: )
Untuk Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan Biaya langsung non-personel dibayarkan berdasarkan

jenis pengeluaran non-personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengeluaran (af cosh, harga
satuan, atau lumsum,
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BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawakh ini:

Nama : [nama wakil sah badan usahal

No. Identitas : [diisi nomor KTF/SIM/Paspor]

Jabatan

Bertindak untuk  : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih  yang

dan atas nama sesuat dan cantumkan namaj

dalam rangka pengadaan [7si nama paket] pada [ist sesual dengan

K/L/PD] dengan inj menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2, akan melaporkan kepada APIP [is1 sesuari dengan Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerab/Institusi] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di
dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai keterituan peraturan perundang-undangan,

4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,
digugat secara perdata dan/atan dilaporkan secara pidana.

[tempat], __[tanggal] [biilan] [tahun}

fNama Penyedia]

[tanda tangan],
nama lengkapf
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BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASE

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sak badan usahal

No. Identitas : {diisi dengan no. KTF/SIM/Paspor]
Jabatan : [diisf sesuai jabatan]

Bertindak untuk : [diisi nama badan usahaj

dan atas hama

Alamat
Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Dacrah [bagl pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar fanggungan Negara
ditiulis sebagai berikut : “Saya merupakan pesawal Kemeniterian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang cuti diluar fanggungan Negara™,

2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

A

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak vang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

4. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak
dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan;

5. data~data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status Badan Usaha : Pusat |:| Cabang

Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

Alamat Kantor Cabang

No. Telepon

No, Fax

E-Mail

Bukti kepemilikan/penguasaan
tempat usaha/kantor
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B. lLandasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.

Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.Nowor -

b. Tanggal

¢. Nama Notaris

d.Nomor Pengesahan/pendaftaran
[fcontoh: nomor pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM
unfuk yang berbentuk FT]

Perubahan Terakhir Akta Pendirian
Perusahaan/Anggaran Dasar
Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Nofaris

d. Bukti perubahan
fcontoh: persefujuan/bukti
laporan dari Kemenfterian Hukum
dan HAM untuk yang berbenfuk
PT]

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.

Nama nomor Kartu Tanda Jabatan dalam Badan Usaha
Penduduk
(KTP}/Paspor/Surat
Keterangan Domisili Tinggal

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.

Nama nomor Kartu Tanda Penduduk | Jabatan dalam Badan Usaha
(KTP)/Paspor/Surat
Keterangan Domisili Tinggal

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.
2.
3.
4
o

Izin Usaha : No Tanggal

Masa berlaku izin usaha
Instansi pemberi izin usaha
Kiasifikasi Usaha

No. TDP
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E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratian]

1. Izin
2. Masa berlaku izin
3. Instansi pemberi izin

No

Tanggal

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

nomor Kartu Tanda
Penduduk Persentase
No. Nama {KTP)/Paspor/Surat Alamat Kepemilikan
Keterangan Saham
Domisili Tinggal
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir Tahun___  tanggal _

G. Data Personalia (Tenaga ahli tetap/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

. batan . Tahun
Tel/bln/thn Tingkat Ja Pengalaman Profesi/ ey
No Nama lahir Pendidikan dalam Kerja (tahun) | keahlian | Sctfifikat/
pekerjaan Liazah
1 2 3 4 5 G 7 8
H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan}
Kapasitas
., Jenis atau Merk Tahun Kondisi Lokasi Bukti Status
No- Fasg;ﬁg;;ﬁ;:?n/ Jumlah p:tf;:}:,;;t ?;:;: pembuatan (%) Sekarang | Kepemilikan
ini
l 2 3 4 5 G 7 8
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I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

Pemberi Kontrak Status Tangial lSeIesai
Nama | Ringkasan Pekerjaan ontra Penyedia BE :‘d:rlﬂ?(l’l
No. | Paket Lingkup | [okasi dalam sarkan
Pekerjaan Pekerjaan Pelaksafnaan
Pekerjaan o
Alamat/ No/ o .

Nama Telepon | Tanggal Nilai Kontrak Scn:ah
Terima

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

J. Data Pengalaman Pekerjaan Sejenis Perusahaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

Pemberi Tugas/ Tanggal Selesai
Pejabat Pembuat Kontrak Status Pekerjaan
Mama Komitmen Penyedia Berdasarkan
No. Paket . Lokasi dajam
Pekerjaan Rﬁ;kasa“ Alamat/ No/ Pelaksanaan BA
p N ama o ai | FPekerja Z :
Pekerjaan ama Telepon | Tanggal Milai jasn | Kontrak 'I‘S:rl;?ila
1 2 3 5 12 7 9 10 11
K. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
Pemberi Pekerjaan Status Kontrak Progres Terakhir
ringkasan Penyedia .
Nama . ot Nilai Kowntrak :
Mo ekcan | Jntkep ke || ey | e wor | (i | e
Telepon Tangga
P Pekerjaan n88 (¥ (%>
1 p) 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usahz yang saya wakili bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata,
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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ftempat], ftanggalf [bulan] {tafiunj

PT/CV/Firma/Koperasi
[pilih yang sesual dan canfumkan namaj

[rekatkan meterai Rp6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[fabatan dalam badan usahal
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BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Fembuat Komitmen]

SATUAN KERJA :

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | NOMOR DAN TANGGAL SPK :

Nama FFPK:

Nama Penyedia:

NOMOE  SURAT  UNDANGAN  PENGADAAN LANGSUNG

PAKET PENGADAAN : TANGGAL SURAT UNDANGAN  PENGADAAN  LANGSUNG

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

TANGGAL BERITA ACARA HASIL FENGADAAN LANGSUNG

SUMBER DANA: [schbagai confoh, cantumkan “dibebankan afas DIFA/DFA
Tahun Anggaran untuk maia anggaran kegialan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
( rupiah).

Jenis Kontrak:

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ( } hari kalender

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap {jika salinan [tanda tangan dan cap (fika salinan asii ini untuk
asli inf untuk Penyedia maka rekatkan | proyek/satuan kerja Fejabat Pembuat Komitmen

mefteral Rp 6.000,~ )] maka rekatkan mefterar Rp 6.000,~ )]
[hama lengkapl
[nama lengkap/ [iabatan]
[jabatan]
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Ketrja dan harga sesuai
SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.
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3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh ferhadap personel serta
pekerjaan yang dilakukan

4, BIAYA SPK
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b.  Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal
pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger atau akibat
lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau
pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),

b. Wakiu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
dalam SPMK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampati
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
atas segala risiko ferhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga scbagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b.  Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui
oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
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11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas FPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:

I) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan haria benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak lain.

b.  Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PFK.

¢.  Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia,

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualifas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

b.  Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan,
seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian
sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan harian,

¢.  Laporan harian berisi:

1} penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2) jenis, juralah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal~hal penting yang
periu ditonjolkan.

f.  Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.

g Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan Karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.,
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15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

16. PERUBAHAN SPK

a.
b.

17. PERISTTWA KOMPENSASI
a.

18.
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d.

a.

b.

C.

PERPANJANGAN WAKTU
4.

Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Sebetum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekerjaan.

PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,
penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan SPK.

Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah
pekerjaan selesai.

SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Keija dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhikan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan,

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan,

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan wakiu akibat Peristiwa
Kompensasi.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
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Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b.

oo

Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.

Pernutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yvang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan fentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK;

9 FPPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan); _

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan,

20. FEMBAYARAN
a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan

ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan [sistern bulanan/sistem termin/pembayaran
secara sekaligusf,

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan,

21. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
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karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak
termasuk PPN) untuk setiap hari keteriambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab koniraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

Z3. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

fkop surat K/L/PDJ

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.

di

Perthal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tangzal
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp
( } kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPB]. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

[fanda tanganj

[nama lengka

[jabatan]

NIP:

Tembusan Yth, ;

1. [PA/KPA K/L/PDJ
2. [AFPIP K/E/FD]

3. [Pejabat Pengadaan]
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B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

[kop surat satuan kerja K/L/FD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
Paket Pekerjaan:
Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Fejabat Penandatangan Kontrak]
ljabatan Fejabat Penandatangan Kontrak]
[alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama ini
memerintahkan:

[nama Penyedia jasa Konsultansi]

[alamat Penyedia Jasa Konsultansi]
yang dalam hal ini diwakili oleh:

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikui:

1. Paket pengadaan:

2. Tanggal mulai keria: ;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ( } hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan

Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai
SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

7 ———

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

{tanda tangan]

fnama lengkapl

[fabatan]

NIF:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedial

[tanda fanganj

[nama lengkap]
ljabatan]
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Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi
Perorangan

Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan
Jasa Konsultansi
Perorangan

- Pengadaan Langsung -~
[Untuk yang menggunakan Suraf Perintah Kerja (SPK)]
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DOKUMEN PEMILIHAN
Pengadaan Langsung

untuk

Pengadaan

Pejabat Pengadaan pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tahun Anggaran:
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BAB 1. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

fkop surat K/L/PDJ

Nomor 20
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan pada
[K/L/PD] Tahun Anggaran

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan

Lingkup pekerjaan :

Nilai total HPS :Rp ( )
Sumber pendanaan : Tahun Anggaran

2, Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat [Ruang, Gedung, Lantai, jalan, dst]
Telepon/Fax
Website

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
a. Pemasukan dan  Pembukaan | __/_  sd. /| ___ sd.__
Dokumen Penawaran
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan /
Negosiasi Harza
C. Penandatanganan SPK /

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat
menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada [K/LAPD)]

{tanda tangan]

[nama lengkap]
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E .~ SUF Pengadean langsung : Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan - -~
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup 1.1  Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan
Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan kode Rencana Umum Pengadan
(RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.,

1.2  Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3  Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP,

1.4  Jenis kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.6 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat  dalam kontrak dengan mutu sesuai Kerangka
Acuan Ketja dan harga sesuai kontrak.

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP,

1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.8  Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat

2. Sumber Dana

3. Perbuatan yang
Dilarang  dan
Sanksi

4. Larangan
Pertentangan

Kepentingan

Dacrah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.10  Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagai berikut:

a.

4.1

4.2

berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk
dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang
bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung,
dan/atau peraturan perundang-undangan;

membuat dan/atau  menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada

angka 4.1 antara lain meliputi:

a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan
baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan
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atau menjalankan badan usaha Penyedia.

4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah scbagai pimpinan dan/atau pengurus
badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar
tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi
Administrasi/
Legalitas
Peserta

6. Persyaratan
Kualifikasi
Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

a.

SO

memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia sepert Kartu
Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili
Tinggal;

. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah

memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir,

. menandatangani Pakta Integritas; dan
. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

2} keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan;

3) kepentingan pihak yang terkait;

4) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau  sedang

menjalani sanksi pidana; dan
5) tidak Dberstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang
bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara

Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi
Perorangan, meliputi:

a.

PR

Memiliki pengalaman:

1) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan,
metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa
menggambarkan kesamaan); dan

2) Nilal pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10
(sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50%
(lima puluh persen) nilai total HPS.

Jenjang pendidikan;

Memiliki sertifikat keahlian/teknis;

Pernah mengikuti pelatihan/kursus; dan/atau

Memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen
Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :

TR MO A0 T®

Undargan Pengadaan Langsung;

. Instruksi Kepada Peserta (IKP);

Lembar Data Pemilihan (LDP);

. Kerangka Acuan Kerja (KAK);

Bentuk Dokumen Penawaran:
Pakta Integritas;

. Formulir Isian Kualifikasi; dan
. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

&. Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi

8.1 Dokurmen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,

Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
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8.3

8.4

8.5

a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
1) tanggzal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum
dalam LDP,
3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh :

a) direktur utama/pimpinan perusahaan;

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/yang nama penerima Kkuasanya
tercantum dalam akia pendirian/anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan yang namanya tidak tercantum dalam
akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak
tain  tersebut  adalah  pengurus/karyawan
perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan perusahaan berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

Dokumen Penawaran Teknis untuk peserta yang berbentuk
badan usaha terdiri dari:
a. Unsur pengalaman perusahaan, yang terdiri dari sub unsur
1) pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis;
2) Pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama;
3) Nilai pengalaman mengelola kontrak; dan
4) Kemampuan menyediakan fasilitas utama (apabila
diperlukan).
b. Unsur proposal teknis, yang terdiri dari sub unsur :
1) Pendekatan teknis dan metodologi:
a) Pemmahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum
dalam KAK;,
b) Kualitas metodologi yang menggambarkan:
(1) Ketepatan Analisa yang disampaikan dan langkah
pemecahan yang diusulkan
(2) Inovasi
{3) Dukungan data
2) Rencana ketja:
a} Program kerja;
b) jadwal kerja, dan
¢) jangka waktu pelaksanaan.
c. Unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur :
1) Tingkat pendidikan,
2) Pengalaman profesional;
3) Sertifikasi profesional; (apabila diperlukan)
4) Penguasaan bahasa asing; (apabila diperlukan)
5) Penguasaan bahasa setempat (apabila diperlukan)
6) Pengenalan Penguasaan situasi dan kondisi di lokasi
pekerjaan setempat (apabila diperiukan).

Dokumen Penawaran Harga berupa Rincian harga
penawaran yang terdiri dari:

a. Rekapitulasi penawaran biaya;

b. Rincian biaya langung personel;

¢. Rincian biaya langsung non-personel.

Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan
Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada
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klausul 8.2 huruf a butir 4).
E. PENYAMPAIAN DOXUMEN PENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada
Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Penawaran Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. Pembukaan 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen
Pengwaran penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Langsung.

10.2 Pgjabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen
Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
¢. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
¢. Pakia Integritas; dan
f.Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang

Negosiast meliputi:
Penawaran a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
o kiarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana kiausul 8.2
huruf a butir 4);

2) mencantumkan penawaran harga;

3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak
kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum
dalam LDP,

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain,

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:

1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;

2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas
dan Formulir Isian Kualifikasi, seseuai dengan
persyaratan knalifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi dan kualifikasi.
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan vang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di KAK.
c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gugur (pass and fail).
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12. Pembuatan
Berita Acara
Hasil
Pengadaan
Langsung

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal
yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di KAK.

¢. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada
klausul 8.3.

f.Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:

121

12.2

a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.

b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat
Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

¢. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang
mengundang Pelaku Usaha lain.

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsung.

Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal
sebagai berikut:

a. tanggal dibuatnya Berita Acara;

b. Nama dan alamat peserta;

¢. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;

d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan

e. keferangan-keterangan lain yang dianggap pertu (apabila
ada).

.

G. PENERBITAN SPPB] DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan
SPPBJ

13.1

13.2

13.3

13.4

13.3

13.6

Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung.

PPK sebelum menerbitkan SPPB] melakukan review atas

laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:

a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan
sesuai prosedur; dan

b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk
melaksanakan Konirak.

Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka
PPK menerbitkan SPPB].

PPK mengirimkan SPPB] kepada calon Penyedia dan
memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat
Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK
dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama
terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai
kesepakatan.

UKPBJ KABUPATEN {#5 |



|
|
l
1
1
1
I

14. Penandatangan
~-an SPK

c .S'Z_?Pﬁéﬁgét}'a;éﬁ-fang&&g;._"Ferrgsra_'aaér J?Saidﬁdsﬂ{rénsf Perorangan - - '_

14.1

14.2

14.3

PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang
meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf
serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.

Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
2) SPK asli kedua untuk penyedia dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh PPK;
b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
dipertukan,

Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2
huruf a butir 4.
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BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Bagian IKP

1. LINGKUP
PEKERJAAN

2. SUMBER DANA

9. DOKUMEN
PENAWARAN
DAN
KUALIFIKASI

LEMBAR DATA PEMILIHAN

No. [KP Isian Ketentuan

1.1 Kode RUP:

1.2 Nama paket pengadaan:

1.3 Uraian singkat paket pengadaan:
[diisi dengan uraian secara singkat dan jelas pekerjaan yang
akan dilaksanakan}

1.4 Jenis Konirak yang digunakan:
[diisi dengan Kontrak Lumsum/Waktu Penugasan]

1.6 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah:

1.7 Nama Pejabat Pengadaan:

- [diisi nama Pejabat Pengadaan, confoh : Fejabat Fengadaan

Sekretariat Utama LKFF]

1.8 Alamat Pejabat Pengadaan:

1.9 Websife  Satuan  Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah:

1.10 Websife Aplikasi SPSE
[contoh: lpselkpp.go.rd]

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA
[Satuan Kerya] Tahun Anggaran

ldiisi sumber dana dan tahun anggaran yang sesuai dokumen
anggarn]

82a Masa berlaku surat penawaran:

( ) hari kalender
[diisi waktu yang diperlukan untuk proses Fengadaan
Langsung sampai dengan penandatanganan SPKJ
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BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan®

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan

3. Sasaran

4. Lokasi Kegiatan

5. Sumber Pendanaan  Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:

6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen:
Organisasi Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja:
Data Penunjang?
7. Data Dasar
8. Standar Teknis
9. Studi-Studi
Terdahulu
10. Referensi Hukum
Ruang Lingkup

11. Lingkup Kegiatan

12. Keluaran3

13. Peralatan,
Material, Personel
dan Fasilitas dari
Pejabat Pembuat
Komitmen

14. Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa
Konsultansi

15. Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa

1 Uraian Pendahuluan memual gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2 Pata penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.
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16. Jangka Wakiu

Penyelesaian

Kegiatan -

17. Personel Posisi Kualifikasi Jumiah

Orang Bulan+
Tenaga Ahli;

18. Jadwal Tahapan

Pelaksanaan

Kegiatan

Laporan

19. Laporan Laporan Pendahuluan memuat:

Pendahuluan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ ( )
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak ( )
buku laporan.

20. Laporan Bulanan  Laporan Bulanan memuat:

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ ( )
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak
() bukulaporan.

21. laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan:
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ )
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak
( } buku laporan.

22. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat:

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ )
hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __
( ) buku laporan dan cakram padat (compact disc)
{jika diperfukan).

Hal~Hal Lain

23, Pedoman Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan

Pengumpulan berikut:

Datia Lapangan st e

24. Alih Pengetahuan  Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka
alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat
Pembuat Komitmen berikut:

4 Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan,
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BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

D. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor
Lampiran

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada IK/L/PD]

di

Perihal : Penawaran Pengadaan {diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor:
tanggal , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan
[diisi  nama  pekerjaan]  sebesar  Rp
( ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan fersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( } hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Fenyedia,

Nama Lengka'p;
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1.  BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form
T-1)

Form T-1 ini digunakan untuk mencantumkan pengalaman kerja sejenis 10 (sepuiuh)
tahun terakhir.

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR

No Nama Paket Pekerjaan Tahun Nilai Instansi Pengguna
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Keteranga n isi kolom ;

1. Nomor urut

Z.Nama paket pekerjaan
3.Tahun

4. Nilai kontrak pekerjaan
5.Nama instansi pengguna jasa

BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN TERAKHIR (Form
T-2)

Yorm T-Z ini digunakan untuk menguraikan masing-masing pengalaman vang
dicantumkan dalam Form T-~1.

URAIAN PENGALAMAN KERJA
SEPULUH TAHUN TERKAHIR

1. Pengguna Jasa

2. Nama Perusahaan

3. Nama Paket Pekeriaan

4. Lingkup Pekerjaan

5. Lokasi Kegiatan

6. Nilai Kontrak

7. No. Kontrak

8. Waktu Pelaksanaan

9. Posisi Penugasan

10. Status Kepegawaian pada Perusahaan :

11, Surat Referensi dari Pengguna Jasa

BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN
PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK (Form T-3)

A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA

lcantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap
Kerangka Acuan Kerya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan
Jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau
menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda.
Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]
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B. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI

PPK

{tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/ personel/asilitas pendukung oleh
PPK sesuai dengan Dokumen Seleksi ini meliputi aniara lain (iika ada): dukungan
administrast, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan, data, dan lain-lain]

4. BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA (Form T-4)

[Pendekatan teknis, mefodologi dan pragram kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran
Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detail penawaran teknis (misalnya 50 (lima
pulub) halaman, fermasuk gambar Kerja dan diagram) yang dibagi menjadi dua bab
berikut:

4) Pendekatan Teknis dan Metodologi,
B} Rencana Kerya, dan

a) FPendekatan Teknis dan Metodologi, Dalam bBab ini Jelaskan pemahaman peseria

ferhadap hyjuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperiukan, metodolags
ketja dan uraian detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroli permasalahan
yang sedang dicarikan jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan
diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan
mefodologi yang diusulkan dan kesesuaian mefodologi tersebut dengan pendekatan
yang digunakan.

b) Rencana Ketja. Dalam bab inf usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan,

substansinya dan jangka waktu, penfahapan dan keterkaitannya, target (termasuk
persefujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komifmen), dan tanggal jatuh tempo
penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan
pendekatan teknis dan mefodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka
Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerya.
Daffar hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan.
Frogram Kerja ini harus konsisten dengan Data Teknis-5 mengenal Jadwal
Pelaksanaan Pekerjaan.

5. BENTUKJADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN (Form T-5)

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

No.

Bulan ke-*

Kegiatan’ 1 2 3 2 5 n

1| W] 00 B3] —

Keterangan:

I Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan,
laporan antara, dan laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat
Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan yang ditahapkan maka kegiatan seperti
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6.

penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan dicantumkan secara
terpisah berdasarkan tahapannya
% Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok,

el e

o @

BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI (Form T-6)

Paftar Riwayat Hidup

Posisi yang diusulkan

Nama Personel

Tempat/Tanggal Lahir

Pendidikan (Lembaga

pendidikan, tempat dan tzahun
tamat belajar dilampirkan
rekaman ijazah)

Pendidikan Non Formal

Penguasaan Bahasa :

a. Bahasa Indonesia

b. Bahasa Inggris

¢. Bahasa Setempat

Pengalaman Kerja?
Tahun ini
Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Pengguna Jasa

Namg Perusahaan

Uraian Tugas

Waktu Pelaksanaan

Posisi Penugasan

00 Me A0 TP

Status Kepegawaian pada

Perusahaan
i, Surat Referensi dari

Penggzuna Jasa
Tahun
j. Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Pengguna Jasa

. Nama Perusahaan

Uraian Tugas

Waktu Pelaksanaan

Posisi Penugasan

fBVOB R oY

Status Kepegawaian pada

Perusahaan
Surat Referensi dari

=

Pengguna Jasa

I Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna
jasa yang bersangkutan.

Pernyataan:

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:
a. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;

Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam
proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa
melaksanakan tugas;

Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;

Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;

Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP,

b.

o ap
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Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya
diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah
dipekerjakan.

Yang membuat pernyataan,

)

[nama jelasf

7.  BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN ( Form T-7)

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama:
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi
untuk Penyedia Jasa Konsultansi sesuai dengan usulan jadwal
penugasan saya dari bulan tahun sampal dengan bulan tahun

dengan posisi sebagai tenaga ahii

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

20

Yang membuat pernyataan,

| O
[nama jelas]
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA
1. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA (Form B-1)
REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA
. Total Harga
No. Uraian (Rp)

I Biaya Langsung Personel

I Biaya Langsung Non-Persongl
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RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL

Sub-total

PPN 10%

Total -
Terbilang:
2. BENTUKRINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (Form B-2)

Il HE = B TN TS =BE U N B D S =

. Orang Remunerasi Jumlah
Nama Personel Posisi Bulan (Rp) (Rp)
Tenaga Ahli
Total Remunerasi
3.  BENTUKRINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONEL (Form B-3)
RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONEL
(DIRECT REIMBURSEARBLE COST)
Jenis Biaya Uraian Biaya Satuan Volume Biaya! (Rp) ¥ u(z];;l:)ih
Bigya Laporan | Laporan Pendahuluan | Vi
Laporan Antara
Laporan Akhtr
Laporan  Penyelengaraan
Seminar J ] -
Biaya Laporan Lainnya
Biaya Lainnya - —
Keterangan:

Untuk Kontrak Berdasarkan Waktu Penugasan Biaya langsung non-personel dibayarkan berdasarkan
jenis pengeluaran non-~personel yang dapat berupa penggantian sesuai pengeluaran (af cosh, harga
satuan, atau lumsum,
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BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas : [diisi nomor KTF/SIM/FPaspor]

Alamat

Pekerjaan

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan pada

[isi sesuai dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ftempat], __ftanggall [builan] [rabuni
[Nama Penyedia]

{tanda tangan],
nama lengkapj
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BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi nama perorangan]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTF/SIM/Paspor]
Alamat

Telepon/Fax

Email

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mempunyai
kapasitas untuk menandatangani Kontrak;

2. saya bukan sebagai pegawai Kemenferian/Lembaga/Perangkat Dacrah [bagi pegawai
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara
ditulls sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kemenfterian/Lembaga/Perangkat
Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara”];

3, saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4, saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

o

saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-~data saya adaiah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

Nama
Alamat seseuai kartu Identitas
Alamat Domisili

No. Telepon
No. Fax
E-Mail

AL S e

B. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

4, Izin ¢ No Tanggzal
5. Masa berlaku izin :
6. Instansi pemberi izin

C. Data Keuangan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun

terakhir Tahun tanggal
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D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

Kapasitas
Jenis atau Merk Tah Kondisi Lokasi Bukti Statu
No. { Fasilitas/Peralatan/ | Jumlah oulput dan afun ondist ORasl CHKl olatus
Perlengkapan pada saat | tipe pembuatan (%) Sekarang | Kepemilikan
11 :
1 2 2 4 5 6 i ] =)
E. Data Pengalaman Pekerjaan
Pemberi Tugas/ Tanggal Selesal
. Pejabat Pembuat Kontrak Pckerjaan
Nama Ringkasan kil _
No. Paket Lingkup Lokasi Komitmen Berdasarkan
Pekerjaan | Pekerjaan
BA
Mama %lell;ng TaTlO/al Nilai | Kontrak | Serah
cep £8 Terima
i 2 3 4 5 6 7 g o 10
F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan
) Femberi Pekerjaan Kontrak Progres Terakhir
N Nama r’f-lgkﬁslan Lokasi Nilai | Kontrak | prestasi
Q. + 1m B 4 L3 rcsrasi
Pekerjaan pekegrjaan Nama {[&‘lallrnat/ No/ (Rencana) | Kerja
elepon | Tanggal %) (%)
1 2 4 5 6 7 8 11 12

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi
administratif, sanksi Daftar Hitam Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara
pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[fempat], ftanggal] fbulan/ [takuni

{rekatkan meteral Rp6.000,-
fanda tangan]

(nama lengkap pesertd)
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BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komifmen]

SATUAN KERJA :

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) [ NOMOR DAN TANGGAL SPK :

Nama PPK;

Nama Penyedia:

NOMOR  SURAT UNDANGAN  FENGADAAN  LANGSUNG

PAKET PENGADAAN : '.I‘ANGGAL SURAT UNDANGAN  PENGADAAN  LANGSUNG

NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

SUMBER DANA: [sebagal contoh, cantumkan “dibebankan atas DIFA/DPA
Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
{ rupiah).

Jenis Kontrak:

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: C ) hari kalender

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama Penyedia

Pejabat Pembuat Komitmen

{tanda tangan dan cap (fika salinan ftanda tangan dan cap (fika salinan asli ini untuk

asli inf untuk Penyedia maka rekatkan | proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitimen
meterai Rp 6.000,~ )] maka rekatkan meteral Rp 6.000,- )]
[nama lengkapl [hama lengkap]
[fabatan]
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUF PEKERJAAN
Penyedia yang difunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka
waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai
SPK,

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.
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3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap persone! seria
pekerjaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK
a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
b.  Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

c. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung ataun
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang
berlaku.

d. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK
tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada
saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada
penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan
lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPX.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalinkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau
seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal

pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atan akibat
lainnya.

8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah s¢jak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
SPMEK.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI
a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai
dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk;

1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan,
atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain
yang tidak dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam
biaya SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
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(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau

kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan akhir:

1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;

2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau

3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian
pihak lain.

b.  Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tangzal penandatanganan
berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut
diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

¢.  Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

11. FENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak
lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
peketjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan,

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

¢.  Laporan harian berisi:

1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;

2} jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang
berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan

5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan
dan disetujui oleh wakil PPK.

e¢. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil
kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

13. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat~lambatnya
pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK,

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda
keteriambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan,

d. Tangga! penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

14. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
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pekerjaan.

¢. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis,

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK,

¢. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah
pekerjaan selesai.

15. PERUBAHAN SPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.

b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak,
meliputi:

1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;

2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak.

16. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;

3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi
sesuai jadwal yang dibutuhkan;

4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;

5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian
tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga
sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan wakiu penyelesaian pekerjaan.

¢. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat
dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d.  Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika
berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa
Kompensasi.

€. Penyedia fidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan wakiu
penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa
Kompensasi.

17. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Fengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
18. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b.  Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

UKPBJ KABUPATEN | #8321




E —SEPF&@S&’E&HI&@&&;@._-Pe.qgédas;;Jésgfaﬂs;flféﬁéfﬁefﬂraﬂ;éﬁ}. - 3.

prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel,

Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
pemutusan SFK melalul pemberitahuwan tertulis dapat dilakukan apabila:

1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

2) pengaduan fentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan schat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar
oleh instansi yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;

5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program rnutu serta tanpa persetujuan PPK;

6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

7) FPenyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;

8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka wakiu
yang ditetapkan oleh PPK;

9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah fersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari; dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati scbagaimana tercantum dalam SPK.

e.  Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila diberikan);

2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau

3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f.  Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

19. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan

ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan /[sistem bulanan/sistem fermin/pembayaran
secara sckaligust,

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b.  pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

¢.  PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan

- pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi
alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk
menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal
yang sedang menjadi perselisihan.

20. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (idak
termasuk PFN) untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan Denda dengan memotong perbayaran prestasi pekerjaan

oo

Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggzung jawab kontraktual
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Penyedia.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri,

2Z. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini, Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

tkop surat K/L/FPDJ

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yith,

di

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp
( ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB]) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPB]. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja
Pejabat Pembuat Komitmen

{tanda tangan]

[hama Jengkap/

labatan]

NIP:

Tembusan Yth, _

4, [PA/KPA K/L/PDJ
5. [APIP K/L/PD]

6. [Pejabat Pengadaan]
......... dst

UKPBJ KABUPATEN | 488 |




t --_":-_-.S'HP Psngadééﬂ _Iaﬁgémg : Pgﬂﬁadaaq Jés_a Xan.s_‘cfftém_' Pemran;én - -

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA

lkop surat satuan kerja K/L/FD]

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor:
Paket Pekerjaan:
Yang bertanda tangan di bawah ini;

[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
[jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
[alamat safuan keyja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor tanggal , bersama ini
memerintahkan:

[nama Penyedia jasa Konsultansi]
lalamat Penyedia Jasa Konsultansi]

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: ;
2. Tanggal mulai kerja: ;

3. Syarat-svarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekerjaan harus
sudah selesai pada tanggal

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai
SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

3 ammem

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lengkap]

[fabatan]

NIip:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedial

[fanda tangan]
[nama lengkap!
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PENUTUP

Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pengadaan Langsung merupakan
salah satu metode dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode
Pengadaan Langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
melalui Penyedia, Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5
Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan
Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi dan
Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik Versi 4.3.

Metode Pengadaan Langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
bertujuan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah}. Sedangkan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Demikian Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Péngadaan
langsung ini disusun, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya
untuk keperluan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 12 Maret 2020

BUPATI BEKASI
ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di . Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Maret 2020
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BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 31
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